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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka 

menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis 

ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah 

dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2021-2026 Kota Magelang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana 

Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang  

Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang 

digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. 

Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Penyusunan dokumen 

Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan 

terkait. 

Penyusunan dokumen Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 dilakukan karena adanya 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 

27 Desember 2021. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana 

pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  
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Oleh karenanya diperlukan penyesuaian indikator dan satuan target 

indikator Sub Kegiatan pada Tabel 6.1 yaitu Tabel Rencana, Program 

Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Kota Magelang pada Renstra Perubahan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-

2026. 

Kota Magelang,      Juni 2022 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra  memuat tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam  

Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.  

Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen 

perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD 

Kota Magelang Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) 

Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Magelang berfungsi 

untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil 

Walikota, Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah.  

Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama 

kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah juga menjadi acuan dalam 

mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Selain 

itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat 

Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan 

pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 

mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki 

oleh daerah. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Magelang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan Kota Magelang berkaitan dengan keuangan. 

Dalam menyusun Renstra Perubahan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat beberapa proses 

yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat 

Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, 

hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen 

Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen 

perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan 

antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan 

Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat 

Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perubahan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang  mengacu 

pada tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Magelang sesuai dengan Peraturan  Walikota Magelang  Nomor  

39  Tahun  2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Walikota 

Magelang  Nomor  50  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  

Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Badan  Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah  Kota Magelang, RPJMD Kota Magelang, 

dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra BPKAD 

Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan 
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Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota 

Magelang. 

1.2 Landasan Hukum  

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-

2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai 

berikut:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  

Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  
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66,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 27 

Desember 2021; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2011-2031 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3 

Seri D); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah: 5-69/2019);  

25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
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Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang 

Tahun 2020 Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 

Nomor 14); 

27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Magelang Tahun 2021-2026; 

28. Peraturan  Walikota Magelang  Nomor  39  Tahun  2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan  Walikota Magelang  Nomor  50  

Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  

dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Badan  Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah  Kota Magelang. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan dimaksudkan 

sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perubahan 

BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan acuan resmi bagi Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja 

(Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program 

dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang; 
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2. Menyediakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang  untuk kurun waktu lima tahun 

yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan 

tugas dan fungsi perangkat daerah. 

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang 

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat 

Daerah Kota Magelang; 

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mencapai 

tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara 

terpadu, terarah dan terukur; 

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk memahami, 

menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional 

tahunan dalam rentang waktu lima tahunan; 

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya 

untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.  

7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 

2021-2026. 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-

2026 antara lain:  
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1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yaitu 

untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang dan 

mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke 

depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab 

yang diemban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang; 

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mendukung 

Visi dan Misi kepala daerah; 

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam 

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam menyusun 

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan 

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun 

waktu lima tahun. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB  I. PENDAHULUAN 
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Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra 

Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang. 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB  II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

BAB  III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH  

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan 

isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang. 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN  

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang beserta 

indikator kinerjanya. 

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah 

kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang Kota Magelang dalam lima tahun mendatang. 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.   

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD Kota Magelangdalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Magelang. 

BAB VIII. PENUTUP 

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan 

penyusunan dokumen Renstra Perubahan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 29 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota 

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan 

Aset Daerah Kota Magelang, maka Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang meyelenggaraan fungsi:  

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas fungsinya 

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan  

Walikota  Magelang  Nomor  29  Tahun  2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 
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tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota  

Magelang adalah sebagai berikut : 

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang sesuai mempuyai tugas pokok membantu Walikota 

melaksanankan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan 

Kepala Badan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai 

berikut:  

Uraian fungsi : 

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan 

program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan 

kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku . 

d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

operasional di lingkup tugasnya. 

Uraian tugas : 

a. Merumuskan dan  menetapkan Rencana Strategis 

Perubahan (Renstra Perubahan) dan  Rencana Kerja (Renja) 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
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b. Mengoordinasikan  dan  mengarahkan  pengelolaan  

keuangan serta  urusan  umum  dan  kepegawaian  pada  

Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program  

dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di 

bawahnya; 

d. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  pengelolaan  

keuangan Daerah  dan  pengelolaan  barang  milik  Daerah  

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

e. Menyusun  rancangan  Perda  tentang  APBD,  rancangan  

Perda tentang  Perubahan  APBD  dan  rancangan  Perda  

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

f. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

g. Melaksanakan  pemungutan  Pendapatan  Daerah  yang  

telah diatur dalam Perda; 

h. Mengoordinasikan  dan  bertanggung  jawab  atas  proses 

pengadaaan barang/ jasa di lingkup  Badan Pengelola 

Keuangan dan  Aset  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  

peraturan perundang-undangan; 

i. Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  

program dan  kegiatan  dalam  pengelolaan  keuangan  

Daerah  dan pengelolaan barang milik Daerah; 

j. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 

barang milik daerah di lingkup tugasnya; 

k. Membina,  mengarahkan,  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  

tugas bawahan; 

l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan; 
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m. Melaksanakan  tertib  administrasi  dan  pelaporan  

pelaksanaan program  dan  kegiatan  Badan  Pengelola  

Keuangan  dan  Aset Daerah; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan 

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi 

keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan 

ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, 

kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan 

penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di 

lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka 

penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan 

serta penyusunan laporan tahunan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkup Sekretariat. 

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, 

umum dan  kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 
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d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan 

organisasi di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 

e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan 

Sekretariat. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat 

b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan 

tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan 

kegiatan di lingkup Sekretariat. 

f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada 

seluruh bidang di lingkup Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah. 

g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, 

perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di 

lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di 

lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di 

lingkup Sekretariat. 
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k. Melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan 

barang/jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 

l. Melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sekretariat. 

n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat. 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan. 

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan 

rencana program dan evaluasi program kerja serta 

melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di 

atas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai 

fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 

Program dan Keuangan. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan. 
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c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan 

Uraian Tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian 

Program dan Keuangan. 

b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan 

usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang. 

d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran 

berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing 

Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang 

dalam rangka proses pencairan keuangan terkait 

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban 

keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 
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j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan. 

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan 

Keuangan. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan 

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

tugas  membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan 

surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta 

administrasi kepegawaian di lingkup Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di 

atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

fungsi: 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian  

    Umum dan Kepegawaian. 
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b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian. 

b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan 

kearsipan. 

c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan 

perlengkapan  di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 

d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di 

lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di 

lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

f. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksaan tugas dan 

fungsinya. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 
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2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendapatan 

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas  membantu 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam 

Bidang Pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di 

atas, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Pendapatan. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Pendapatan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang 

Pendapatan 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pendapatan. 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan. 

c. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran, pendataan, 

penetapan, penatausahaan angsuran, keberatan, pengurangan 

dan penagihan pajak daerah. 

d. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan sistem informasi 

pajak daerah. 

e. Menyelia pencatatan dan penyusuna laporan pendapatan. 

f. Mengkoordinir pemantauan, pengawasan dan evaluasi 

pendapatan. 
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g. Menyelia penyusunan potensi pendapatan dan penetapan 

target pendapatan. 

h. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi atas tunggakan pajak 

daerah yang terutang dan upaya-upaya penagihan serta 

pelayanan atas permohonan keberatan dan banding. 

i. Mengkoordinir pendistribusian surat ketetatapan pajak. 

j. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pajak daerah. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

dan kegiatan Bidang Pendapatan. 

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan. 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pendapatan. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pendaftaran 

dan Pendataan Pajak Daerah 

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Daerah mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang 

Pendapatan dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan 

pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan 

Pendataan Pajak Daerah mempunyai fungsi : 
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a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan 

Pajak Daerah. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan 

Pendataan Pajak Daerah. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis Pendaftaran dan Pendataan 

Pajak Daerah. 

c. Mengolah dan menganalisa data pelayanan pendaftaran 

dan pendataan semua permohonan jenis pelayanan pajak 

daerah.  

d. Melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penilaian 

subyek dan obyek pajak daerah. 

e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pajak 

daerah. 

f. Melaksanakan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.  

g. Menyiapkan bahan penyusunan regulasi terkait 

perpajakan daerah. 

h. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur 

pengelolaan pendapatan daerah. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan 

Pendataan Pajak Daerah. 
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j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan 

Pendataan Pajak Daerah. 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penetapan Dan 

Penatausahaan Pendapatan 

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan 

Pendapatan mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang 

Pendapatan dalam  melaksanakan penetapan dan 

penatausahaan pendapatan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan 

Pendapatan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan. 

b. Pengkoordinasian daln penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan 

Pendapatan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan 

Penatausahaan Pendapatan.  

Uraian tugas : 
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a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis Penetapan dan Penatausahaan 

Pendapatan. 

c. Menyiapkan bahan penetapan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

d. Mengkoordinir pencetakan dan mendistribusikan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang. 

e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait pendapatan dengan 

perangkat daerah penghasil. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian 

pendapatan daerah. 

g. Melaksanakan evaluasi dan perkembangan capaian 

pendapatan. 

h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap 

capaian kinerja pendapatan. 

i. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan target 

pendapatan. 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan 

Penatausahaan Pendapatan. 

k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 
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m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penetapan dan 

Penatausahaan Pendapatan. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penagihan dan 

Keberatan 

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan 

mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Pendapatan 

dalam melaksanakan penagihan dan keberatan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Penagihan dan Keberatan. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan 

Keberatan. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Penagihan dan Keberatan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis Penagihan dan Keberatan. 



  

27 
 

c. Mengkoordinir dan melaksanakan pelayanan terhadap 

permohonan angsuran, keberatan, pengurangan dan 

banding atas ketetapan pajak daerah. 

d. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi piutang 

pajak daerah. 

e. Mengkoordinir kegiatan upaya-upaya penagihan pajak 

daerah. 

f. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan data angsuran, 

keberatan, pengurangan, penagihan dan banding atas 

ketetapan pajak daerah. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan 

Keberatan. 

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penagihan dan 

Keberatan. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran 

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas  membantu 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam 

Bidang Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas. 
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Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas,Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Anggaran. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

Bidang Anggaran. 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan 

Bidang Anggaran. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 

Anggaran; 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis Anggaran; 

c. menyelia penyusunan regulasi serta kebijakan bidang 

anggaran termasuk penyusunan analisis standar belanja; 

d. menyelia penyusunan rancangan Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUPA), rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

e. menyelia penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD;  
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f. menyelia penyusunan rancangan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD; 

g. mengoordinasikan verifikasi rencana kerja dan anggaran 

serta rencana kerja dan perubahan anggaran yang 

diajukan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 

h. mengoordinasikan pergeseran anggaran yang diajukan 

oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah;  

i. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan keuangan 

daerah sesuai bidangnya;  

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang Anggaran;  

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan;  

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Anggaran; dan  

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

2.1.10   Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Anggaran I 

Kepala Subbidang Anggaran I mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan 

perencanaan dan penyusunan anggaran urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Uraian tugas : 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Anggaran I;  

b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran 

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar;  

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan regulasi 

serta kebijakan bidang anggaran termasuk penyusunan 

analisis standar belanja;  

d. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), rancangan 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang mengampu 

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar; 

e. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat 

Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar; 

f. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Perubahan APBD pada Perangkat 
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Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar;  

g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan 

oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah;  

h. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta 

rencana kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai 

bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah; i. 

melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan 

daerah sesuai bidang tugasnya;  

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Subbidang Anggaran I; 

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan;  

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran I; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan 

2.1.11    Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Anggaran II 

Kepala Subbidang Anggaran II mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan 

perencanaan dan penyusunan anggaran urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.  

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Anggaran II memiliki 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Anggaran II;  

b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran 

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;  

c. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), rancangan 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang mengampu 

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;  

d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat 

Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan pilihan; 
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e. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Perubahan APBD pada Perangkat 

Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan pilihan;  

f. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta 

rencana kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan 

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 

urusan pemerintahan pilihan sebagai bagian dari Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah;  

g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan 

oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;  

h. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan 

daerah sesuai bidang tugasnya;  

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Subbidang Anggaran II;  

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan;  

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran II; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

2.1.12    Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Anggaran III 

Kepala Subbidang Anggaran III mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan 
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perencanaan dan penyusunan anggaran unsur pendukung 

urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan 

pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, 

unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Anggaran III 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Anggaran III;  

b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran 

unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang 

urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan 

pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur 

pemerintahan umum;  

c. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), rancangan 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah pengampu unsur 

pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang 

urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan 
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pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur 

pemerintahan umum;  

d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat 

Daerah pengampu unsur pendukung urusan 

pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, 

unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur 

kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;  

e. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Perubahan APBD pada Perangkat 

Daerah pengampu unsur pendukung urusan 

pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, 

unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur 

kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;  

f. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta 

rencana kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang mengampu unsur pendukung 

urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan 

pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, 

unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum 

sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;  

g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan 

oleh Perangkat Daerah yang mengampu unsur pendukung 

urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan 

pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, 

unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;  
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h. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan 

daerah sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Subbidang Anggaran III;  

i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan;  

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran III; dan  

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan 

2.1.13     Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan 

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas  

membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah dalam Bidang Pembelanjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Bidang Perbendaharaan 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Perbendaharaan; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

Bidang Perbendaharaan; 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan; 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan 

Bidang Perbendaharaan. 

Uraian tugas : 
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a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 

Perbendaharaan; 

b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis Bidang 

Perbendaharaan; 

c. mengoordinasikan  penyusunan  petunjuk  teknis  

administrasi keuangan  yang  berkaitan  dengan  

penerimaan  dan  pengeluaran kas serta penatausahaan 

dan pertanggungjawaban; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan Kas 

Daerah; 

e. mengoordinasikan  pelaksanaan  pengendalian  dan  

penerbitan Anggaran  Kas  Daerah,  Surat  Penyediaan  

Dana  (SPD),  Laporan Kas  Umum  Daerah,  Surat  

Keputusan  Pejabat  Pengelola Keuangan; 

f. mengoordinasikan  penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan  

Dana (SP2D); 

g. mengoordinasikan proses pencairan dana ke bank; 

h. menyelia pencatatan dan pelaporan realisasi belanja 

daerah; 

i. menyelia  pelaksanaan  penatausahaan  dana  transfer,  

lain-lain pendapatan  dan  pembiayaan  daerah  sesuai  

ketentuan  yang berlaku; 

j. menyelia  penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan  dan 

penggunaan dana-dana yang bersumber dari pemerintah; 

k. mengoordinasikan  pengarsipan  dokumen  administrasi  

pencairan belanja; 
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2.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Belanja I 

Kepala Subbidang Belanja I mempunyai tugas  

membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam 

melaksanakan penatausahaan administrasi belanja dan 

pengelolaan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan arahan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala Subbidang Belanja I mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan 

Subbidang Belanja I. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelakasanaan  

kegiatan Subbidang Belanja I; dan 

c. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja I. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Belanja I; 

b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis administrasi belanja;  

c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis administrasi 

keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas serta penatausahaan dan 

pertanggungjawaban;  

d. Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan Surat 

Perintah Membayar (SPM) belanja operasional, belanja 

modal, belanja transfer, belanja tidak terduga dan 

pengeluaran pembiayaan Daerah;  
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e. Menyusun bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) belanja operasional, belanja modal, belanja 

transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran 

pembiayaan Daerah;  

f. Melaksanakan proses administrasi pencairan SP2D ke 

bank;  

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan 

keuangan belanja operasional, belanja modal, belanja 

transfer dan belanja tidak terduga sesuai ketentuan yang 

berlaku;  

h. Melaksanakan pengarsipan dokumen administrasi 

pencairan belanja operasional, belanja modal, belanja  

transfer dan belanja tidak terduga;  

i. Melaksanakan koordinasi dan menyusun Laporan 

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta 

Laporan Aliran Kas Daerah;  

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program   dan kegiatan Subbidang Belanja I;  

k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan;  

l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan;  

m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan    

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Belanja I; dan  

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  

atasan.  

2.1.15   Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Belanja II 

Kepala Subbidang Belanja II mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam 
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melaksanakan penatausahaan administrasi belanja dan 

pengelolaan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan memberikan arahan pimpinan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Subbidang Belanja II mempunyai 

fungsi:  

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan   

Subbidang Belanja II;  

b.   Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Subbidang Belanja II; dan  

c.   Pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja II.  

 Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang  

Belanja II;  

b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis administrasi belanja;  

c. Melaksanakan penatausahaan belanja gaji pegawai;  

d. Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan Surat 

Perintah Membayar (SPM) belanja gaji pegawai;  

e. Melaksanakan proses administrasi pencairan belanja gaji;  

f. Melaksanakan pengarsipan dokumen administrasi 

pencairan belanja gaji;  

g. Melaksanakan proses administrasi penerbitan Surat 

Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);  

h.  Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait atas proses 

pembayaran belanja gaji;  

i. Melaksanakan pengendalian dan penerbitan Surat 

Penyediaan Dana (SPD) belanja operasional, belanja modal, 
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belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran 

pembiayaan Daerah;  

j. Melaksanakan koordinasi dan menyusun Laporan 

Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);  

k.  Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan 

belanja gaji;  

l.   Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi pajak 

dan belanja gaji dengan pihak-pihak terkait;  

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Subbidang Belanja II;  

n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan;  

o.  Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan;  

p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Belanja II; dan  

q.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan.  

2.1.16 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Dana 

Transfer dan Pembiayaan 

Kepala Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perbendaharaan dalam melaksanakan penatausahaan 

dana transfer dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.  
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Subbidang Dana Transfer dan 

Pembiayaan mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan 

Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan;  

b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan; 

dan  

c. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Dana Transfer dan 

Pembiayaan.  

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Dana 

Transfer dan Pembiayaan;  

b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis terkait dengan dana transfer dan 

pembiayaan;  

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran 

penerimaan dana transfer dan pembiayaan;  

d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 

dalam proses penarikan dana transfer ke Daerah;  

e. Melaksanakan penyiapan dokumen penarikan dan  

pencairan dana transfer ke Daerah;  

f. Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi dan 

konfirmasi atas penyaluran dana transfer ke Daerah;  

g. Melaksanakan penyiapan dokumen pembiayaan daerah 

baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran 

pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku;  
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h. Mengoordinasikan penatausahaan, pengelolaan dan 

pelaporan dana transfer dan pembiayaan daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Subbidang Dana Transfer dan 

Pembiayaan;  

j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan;  

k. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan;  

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Dana Transfer 

dan Pembiayaan; dan  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan.  

2.1.17     Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi 

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas  

membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah dalam bidang akuntansi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai 

fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Akuntansi. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

Bidang Akuntansi. 
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c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan 

Bidang Akuntansi. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 

Akuntansi. 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Akuntansi. 

c. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kepada seluruh 

pengelola keuangan pada perangkat daerah. 

d. Menyelia pengembangan sistem informasi keuangan. 

e. Mengkoordinir pengujian kewajaran dan kesesuaian 

laporan keuangan perangkat daerah. 

f. Menyelia penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas 

dana yang bersumber dari tugas pembantuan dan 

dekonsentrasi. 

g. Menyelia penyusunan  review laporan keuangan dan 

pelaksanaan audit eksternal atas laporan keuangan 

daerah. 

h. Menyelia penyiapan bahan penyusunan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD beserta kelengkapan/lampirannya. 

i. Menyelia penyusunan laporan bulanan realisasi APBD, 

prognosis dan laporan atas pengeluaran pajak. 

j. Menyelia penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. 

k. Menyelia pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam 

rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah. 
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l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang Akuntansi. 

m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan masukan. 

o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Akuntansi. 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.18 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang 

Pengembangan Akuntansi 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi 

mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Akuntansi 

dalam melaksanakan pengembangan akuntansi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud di 

atas, Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Pengembangan Akuntansi. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Akuntansi. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan 

Akuntansi. 

Uraian tugas : 
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a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Pengembangan Akuntansi. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis pengembangan akuntansi. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi dan 

sitem dan prosedur akuntansi. 

d. Menyiapkan bahan pembinaan kepada seluruh pengelola 

keuangan perangkat daerah atas regulasi/ketentuan 

perundang-undangan terkait dengan akuntansi dan 

laporan keuangan. 

e. Menyiapkan bahan pengembangan Sistem Informasi 

Keuangan sebagai pendukung pelaksanaan akuntansi 

dalam rangka penyajian laporan keuangan. 

f. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka 

mendukung kegiatan pengembangan akuntansi. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan 

Akuntansi. 

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pengembangan 

Akuntansi. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 
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2.1.19 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Analisa   

Laporan 

Kepala Sub Bidang Analisa Laporan mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan 

analisa laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala Sub Bidang Analisa Laporan mempunyai 

fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Analisa Laporan. 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Analisa Laporan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan  Sub Bidang 

Analisa Laporan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis Analisa Laporan. 

c. Melaksanakan monitoring kepatuhan perangkat daerah 

dalam penyampaian laporan keuangan beserta data 

pendukungnya. 

d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

laporan keuangan. 

e. Melaksanakan pengujian kewajaran dan kesesuaian 

laporan keuangan perangkat daerah sesuai 

regulasi/ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan 

konsolidasi atas dana yang bersumber dari tugas 

pembantuan dan dekonsentrasi. 

g. Menyiapkan bahan review laporan keuangan dan audit 

eksternal atas laporan keuangan daerah. 

h. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan 

instansi terkait dalam penyusunan laporan. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan. 

j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan. 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.20    Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pelaporan 

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas  

membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan 

pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi 

pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai 

fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Pelaporan. 
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b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Pelaporan. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Pelaporan. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis pelaporan. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan konsolidasi. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual. 

e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan atas pengeluaran 

pajak Pemerintah Kota Magelang. 

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bulanan. 

h. Menyiapkan bahan  penyusunan laporan prognosis. 

i. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan 

instansi terkait dalam penyusunan laporan keuangan 

daerah. 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 

k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 
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l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.21     Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aset 

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas  membantu 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam 

bidang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan 

pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Aset. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan  

Bidang Aset. 

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Aset. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan 

Bidang Aset. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Aset. 

b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai 

bahan perumusan kebijakan dibidang aset. 

c. Menyusun draft rencana kebutuhan barang milik daerah 

kepada Pengelola Barang. 
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d. Menyusun draft rencana kebutuhan pemeliharaan barang 

milik daerah kepada Pengelola Barang. 

e. Mengkaji usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan 

barang milik daerah yang memerlukan persetujuan 

Walikota. 

f. Mengkaji pengaturan pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang 

milik daerah. 

g. Mengkaji pelaksanaan pemindahtanganan barang milik 

daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD. 

h. Menyelia inventarisasi barang milik daerah. 

i. Menyelia pencatatan barang milik daerah yang telah 

diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 

lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta 

barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang. 

j. Menyelia penyusunan peraturan pengelolaan barang milik 

daerah. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang Aset. 

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan masukan. 

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Aset. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan 
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2.1.22 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Perencanaan 

Dan Penghapusan Aset 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan 

Aset mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Aset 

dalam melaksanakan perencanaan dan penghapusan 

barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi 

pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan 

Penghapusan Aset mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset. 

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan 

Aset. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan 

Penghapusan Aset 

Uraian Tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Perencanaan dan Penghapusan Aset. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis  perencanaan dan penghapusan asset. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan rancangan 

Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah serta 

mengusulkan penetapannya kepada Pengelola Barang. 



  

53 
 

d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang dan rancangan 

Perubahan Rencana Kebutuhan Barang yang berada 

dalam penguasaan Pengelola Barang. 

e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) 

dan rancangan Perubahan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah berdasarkan usulan 

Pengguna Barang dan Pengelola Barang serta 

mengusulkan penetapannya kepada Pengelola Barang. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan 

penghapusan barang milik daerah. 

g. Menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan 

penghapusan barang milik daerah. 

h. Menyiapkan bahan perumusan kajian persetujuan 

pemusnahan barang milik daerah. 

i. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah 

dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah. 

j. Melaksanakan teknis administrasi pemindahtangan 

barang milik daerah. 

k. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka 

perencanaan, pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah. 

l. Menyiapkan bahan peraturan pengelolaan barang milik 

daerah terkait perencanaan dan penghapusan barang 

milik daerah. 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan 

Penghapusan Aset. 
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n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan 

Penghapusan Aset. 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan 

2.1.23 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang 

Penatausahaan Aset 

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai 

tugas  membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan 

penatausahaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Penatausahaan Aset. 

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Penatausahaan Aset. 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Penatausahaan Aset. 
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b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis penatausahaan  aset. 

c. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang milik 

daerah yang berada dibawah penguasaan Pengelola ke 

dalam Daftar Barang Pengelola. 

d. Melaksanakan penyusunan daftar barang milik daerah 

berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar 

barang Kuasa Pengguna dan daftar barang Pengelola. 

e. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi barang milik 

daerah oleh Pengguna Barang. 

f. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang berada dalam 

penguasaan pengelola barang. 

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang Pengelola 

semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan. 

h. Menyiapkan bahan  penyusunan laporan barang milik 

daerah semesteran berdasarkan himpunan dari laporan 

barang Pengguna semesteran dan laporan barang 

Pengelola semesteran. 

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik 

daerah tahunan berdasarkan himpunan dari laporan 

barang Pengguna tahunan dan laporan barang Pengelola 

tahunan. 

j. Menyelia penyimpanan bukti kepemilikan barang milik 

daerah yang berupa tanah dan kendaraan dinas. 

k. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik 

daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah 

daerah. 
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l. Menyiapkan bahan peraturan pengelolaan barang milik 

daerah terkait penatausahaan barang milik daerah. 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset. 

n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penatausahaan 

Aset. 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

2.1.24 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang 

Pendayagunaan Aset 

Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset mempunyai 

tugas  membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan 

pendayagunaan barang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana 

dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub 

Bidang Pendayagunaan Aset. 

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Pendayagunaan Aset. 
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o. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendayagunaan Aset. 

Uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Pendayagunaan Aset. 

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan 

kebijakan teknis Pendayagunaan Aset. 

c. Melaksanakan teknis proses penetapan status penggunaan 

barang milik daerah. 

d. Melaksanakan teknis proses pemanfaatan barang milik 

daerah. 

e. Melaksanakan teknis pengamanan barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaan pengelola barang. 

f. Melaksanakan teknis pemeliharaan barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaan pengelola barang. 

g. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah 

dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah. 

h. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan pengelolaan 

barang milik daerah terkait penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Pendayagunaan Aset. 

j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan. 

l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Pendayagunaan Aset. 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 
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Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang sebagimana Peraturan Walikota Kota 

Magelang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang,  dapat dilihat 

pada bagan dibawah ini: 

 

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH KOTA MAGELANG 
 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang 

 Pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang harus dilaksanakan secara professional, 

efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya 

yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya 
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manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional 

maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan 

masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai 

regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya 

manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam 

merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.  

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang 

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai struktur 

organisasi terdiri dari 55 orang. Adapun Sumber daya Manusia yang 

dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang sebanyak 55 Orang, yang terdiri dari:  

1. Eslon II : 1   Orang 

2. Eslon III : 6   Orang 

3. Eslon IV : 17 Orang 

4. Pejabat fungsional : 3   Orang 

5. Staf/Non Eslon  : 28 Orang 

 Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebanyak 55 orang. 

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat 

dilihat pada rincian dibawah ini: 

1. Sarjana S-2 : 12 Orang 

2. Sarjana S-1 : 20 Orang 

3. Diploma -3  : 9 Orang 

4. SLTA : 13 Orang 

5. SLTP : 1 Orang 
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6. SD : 0 Orang 

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang 

 Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang 

dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Jumlah asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak 

dipakai  

No
. 

Nama Barang Jumlah asset yang 
dimiliki (Rp) 

Keterangan Jumlah aset yang 
tidak terpakai (Rp) 

Keterangan 

Unit Rp. Unit Rp. 

BPKAD 

1  Electric 

Genetaring Set 
3 

343,441,900     

2 Pompa 4 7,996,000  2 3.916.000  

3 Kendaraan 

Dinas Bermotor 

Perorangan 

7 1,126,459,500  

  

 

4   Kendaraan 

Bermotor 

Penumpang 

- 
          

237,877,750  

 

  

 

5   Kendaraan 

Bermotor 

Angkutan 

Barang 

2 
          

201,051,900  

 

  

 

6   Kendaraan 

Bermotor 

Beroda Dua 

40 
          

550,781,280  

 

17 
91.057.00

0 

 

7   Kendaraan 

Bermotor 

Khusus 

- 
                              

-    

    

8 
  Alat Ukur 

6 
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Universal 50,011,750  

9 
  Mesin Ketik 1 

               

4,200,000  

 
8 

17.878.50
0 

 

10   Alat 

Penyimpan 

Perlengkapan 

Kantor 

187 
          

520,156,322  

 

  

 

11   Alat Kantor 

Lainnya 
40 

          

344,122,940  

 
5 

53.718.32
0 

 

12 
Meubelair 208   459,506,300 

 
5 

27.085.00
0 

 

13   Alat Pengukur 

Waktu 
- 

                              

-    

 
  

 

14   Alat Pembersih 3 12,079,000     

15 
  Alat Pendingin 36 

          

293,687,475  

 
4 

19.178.10
0 

 

16 
  Alat Dapur 1 

             

14,960,000  

 
  

 

17 

  Alat Rumah 

Tangga Lainnya 

(Home Use) 

55 

          

485,655,568  

 

7 
14.548.40

0 

 

18 
  Alat Pemadam 

Kebakaran 
8 

               

6,950,103  

 
2 2.944.800 

 

19 
  Meja Kerja 

Pejabat 
22 

             

57,787,040  

    

20 
  Meja Rapat 

Pejabat 
1 

               

6,003,000  

    

21 

Akumulasi 

Kursi Kerja 

Pejabat 

3 

             

10,119,750  

    

22 

Akumulasi 

Kursi Rapat 

Pejabat 

50 

             

34,912,000  

    

23 

  Kursi Tamu di 

Ruangan 

Pejabat 

6 

             

14,548,250  
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24 

  Alat 

Komunikasi 

Telephone 

7 

          

108,197,580  

    

25 

  Peralatan 

Antena 

SHF/Parabola 

1 

                  

850,000  

    

26 

  Alat 

Kedokteran 

Umum 

1 

                  

750,000  

    

27 
  Personal 

Komputer 
123 

       

1,332,752,059  

 9 272.333.8
85 

 

28 

  Peralatan 

Personal 

Komputer 

108 

       

1,046,124,950  

 88 
274.270.4

40 

 

29 
  Peralatan 

Jaringan 
22 

          

585,451,150  

    

30 
  Bangunan 

Gedung Kantor 
1 

       

4,088,116,706  

    

31 
  Bangunan 

Gudang 
1 

          

116,811,250  

    

32 

  Bangunan 

Gedung 

Garasi/Pool 

2 

          

243,252,450  

    

33   Tugu 1 
             

24,337,250  

 
1 

24.337.25
0 

 

34 

  Bangunan 

Pelengkap Air 

Kotor 

1 
             

27,230,000  

    

35 

  Instalasi Air 

Bersih/Air Baku 

Lainnya 

2 
             

21,000,000  

    

36 
  Instalasi Gardu 

Listrik Lainnya 
3 

          

116,196,230  

    

37 
  Jaringan 

Listrik Lainnya 
2 

          

185,373,545  

    

38 
 Jaringan 

Telepon Lainnya 
1 

               

2,250,000  
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PPKD 

1   Alat 

Pengangkat 

2 
          

100,332,780  

    

2   Pompa 6 203,900,000     

3 
  Kendaraan 

Dinas Bermotor 

Perorangan 

19 
     

3,840,426,455  

    

4 
  Kendaraan 

Bermotor 

Penumpang 

5 
     

4,361,766,726  

    

5 

  Kendaraan 

Bermotor 

Angkutan 

Barang 

3 
        

263,450,000  

    

6   Kendaraan 

Bermotor 

Beroda Dua 

9 
        

145,577,850  

    

7   Kendaraan 

Bermotor 

Khusus 

1 
        

337,000,000  

    

8   Alat Ukur 

Universal 
5 

        

395,760,185  

    

9   Alat 

Penyimpan 

Perlengkapan 

Kantor 

15 
          

75,146,750  

    

10   Alat Kantor 

Lainnya 
257 

        

251,135,250  

    

11   Meubelair 71 303,264,144     

12   Alat Pendingin 43 163,162,998     

13   Alat Dapur 6 3,979,977     

14   Alat Rumah 

Tangga Lainnya 

(Home Use) 

31 
        

234,180,897  

    

15 
  Alat 

Komunikasi 

24 
          

30,272,800  
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Telephone 

16   Peralatan 

Antena 

SHF/Parabola 

4 
             

4,059,000  
 

   

17 
  Personal 

Komputer 
28 

        

350,466,500  

    

18 

  Peralatan 

Personal 

Komputer 

13 
          

40,992,500  

    

19 
  Bangunan 

Gedung Kantor 
14 

     

8,927,469,895  

    

20 

  Bangunan 

Gedung Tempat 

Pertemuan 

2 
     

2,324,109,187  

    

21 

  Bangunan 

Gedung Tempat 

Pendidikan 

2 
        

301,618,000  

    

22 

  Bangunan 

Gedung Tempat 

Olah Raga 

8 
     

4,510,718,583  

    

23 

  Bangunan 

Gedung 

Pertokoan/Kope

rasi/Pasar 

1 
        

293,170,800  

    

24 

  Bangunan 

Gedung Untuk 

Pos Jaga 

2 
          

60,905,000  

    

25 

  Bangunan 

Gedung 

Garasi/Pool 

3 
     

1,336,477,000  

    

26 

  Bangunan 

Gedung 

Perpustakaan 

1 
        

260,985,000  

    

27 

  Bangunan 

Gedung Tempat 

Kerja Lainnya 

1 
          

27,910,000  

    

28   Taman 6 190,778,950     

29   

Mess/Wisma/B

5 
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ungalow/Tempa

t Peristirahatan 

901,465,000  

30   Tugu 10 180,000,000     

31   Pagar 4 234,282,200     

32   Jalan Khusus 4 1,421,454,100     

33 

  Bangunan 

Pengambilan Air 

Bersih/Air Baku 

1 
        

125,000,000  

    

34 

  Bangunan 

Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku 

7 
        

417,799,315  

    

35 

  Bangunan 

Pelengkap Air 

Kotor 

5 
        

473,831,000  

    

36 

  Instalasi Air 

Bersih/Air Baku 

Lainnya 

2 
          

10,851,030  

    

37 
  Instalasi Pusat 

Pengatur Listrik 
1 

          

35,000,000  

    

38 
  Instalasi Gardu 

Listrik Lainnya 

       

1  

             

1,780,401  

    

39 
  Jaringan Induk 

Distribusi 

       

1  

     

1,012,045,884  

    

40 
  Jaringan Air 

Minum Lainnya 

       

1  

             

1,460,000  

    

41 
  Jaringan 

Listrik Lainnya 

    

16  

        

149,534,710  

    

42 
  Jaringan 

Telepon Lainnya 

       

1  

                

950,000  

    

 Sumber : Neraca BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang diatur dalam 
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Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam 

Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-

bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan 

kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang 

No

. 
Indikator 

Target 

NSPK 

IKK Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16( (17) (18) (19) (20) 

1. Nilai Opini 
BPK atas 
LKPD 

  Sasaran 
WDP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP _ 100% 100% 100% 100% 

2. Derajat 
Otonomi 
Fiskal 

  Sasaran 21.40

% 

25.86

% 

29.82

% 

31.96

% 

33.88

% 

35.55

% 

34.80

% 

37.96

% 

39.40

% 

26.56

% 

166.12

% 

134.57

% 

127.30

% 

123.2

8% 

78.39

% 

3. Rasio 
Ketergantu
ngan 
Keuangan 
Daerah 
Terhadap 
Dana Pusat 

  Sasaran 

80.27

% 

73.66

% 

69.67

% 

67.45

% 

65.79

% 

67.57

% 

61.18

% 

62.82

% 

59.32

% 

67.01

% 

84.18

% 
83.06% 

90.17

% 

87.95

% 

101.85

% 

4. Aset Tanah 
yang 
bersertifika
t atas nama 
Pemerintah 
Kota 
Magelang 

- - Program 

55% 
60% 65% 70% 75% 

53,53
% 

74,36
% 

75,24
% 

76.18
% 

77.91
% 

97.33

% 

123.93

% 

115.75

% 

108.8

3% 

103.88

% 

   5. Barang 
Milik 
Daerah 
yang 
didayaguna
kan 

- - Program 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.00

% 

6. Pelaporan 
Semestera
n Barang 
Milik 
Daerah 
yang Tepat 
Waktu 

- - 

Program 

50% 50% 75% 
100
% 

100
% 

97,83
% 

100
% 

96,55
% 

100
% 

100
% 

195.66

% 

200.00

% 

128.73

% 

100.0

0% 

100.00

% 
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7. Pelaporan 
Tahunan 
Barang 
Milik 
Daerah 
yang Tepat 
Waktu 

- - Program 

50% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

97,83
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

195.66

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.00

% 

8. Persentase 
Pertumbuh
an 
Pendapata
n Asli 
Daerah 

- - Program 

16,57
% 

18,44
% 

19,18
% 

12,83
% 

11,37
% 

18,02
% 

6,01
% 

6,99
% 

9,49
% 

6,28
% 

108.75

% 
32.59% 

36.44

% 

73.97

% 

55.23

% 

9. 
 
 
 

Prosentase 
Laporan 
Keuangan 
yang 
disusun 
sesuai 
dengan 
SAP 

- - Program 

78% 81% 84% 87% 90% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

128.21

% 

123.46

% 

119.05

% 

114.9

4% 

111.11

% 

10. Rasio Pajak 
Daerah 
terhadap 
Pendapata
n Asli 
Daerah 

- - Program 

13,24
% 

13,48
% 

12,56
% 

12,33
% 

12,15
% 

11,79
% 

13,36
% 

13,72
% 

14,78
% 

10,42
% 

89.05

% 
99.11% 

109.24

% 

119.8

7% 

85.76

% 

11. Rasio 
Retribusi 
Daerah 
terhadap 
Pendapat
an Asli 
Daerah 

- - Program 

3,12
% 

4,2% 
3,63

% 
3,33

% 
3,1% 

3,02
% 

2,67
% 

2,26
% 

2,54
% 

1,83
% 

96.79

% 

63.57

% 

62.26

% 

76.2

8% 

59.03

% 

12. Rasio bagi 
hasil laba 
BUMD 
terhadap 
PAD 

- - Program 

2,48
% 

2,50
% 

2,52
% 

2,54
% 

2,56
% 

na na 
3,48

% 
3,33

% 
1,45

% 
na na 

135,93

% 

131,1

0% 
56,64% 

13. Persentas
e SILPA 
terhadap 
APBD 

  Permen 

86/2017 
15.9

6% 

16.8

3% 

12.6

0% 

9.79

% 

24.9

3% 

15.9

6% 

16.8

3% 

12.6

0% 

9.79

% 

24.9

3% 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

100.0

0% 
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14. 

Persentas
e 
Program/
Kegiatan 
yang tidak 
terlaksan
a 

  Permen 

86/2017 
0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

0.66

% 

0.24

% 

0.40

% 

0.39

% 

0.35

% 
- - - - - 

15. Persentas
e belanja 
pendidika
n (20%) 

  Permen 

86 
20.0

0% 

20.0

0% 

20.0

0% 

20.0

0% 

20.0

0% 

22.4

2% 

19.9

7% 

19.7

0% 

17.0

7% 

17.0

8% 

112.1

0% 

99.85

% 

98.50

% 

85.3

5% 

85.40

% 

16. Persentas
e belanja 
kesehatan 
(10%) 

  Permen 

86 
10.0

0% 

10.0

0% 

10.0

0% 

10.0

0% 

10.0

0% 

30.0

1% 

33.9

0% 

36.0

3% 

35.1

0% 

39.8

8% 

300.1

0% 

339.00

% 

360.3

0% 

351.

00% 

398.8

0% 

17. Persentas
e Belanja 
langsung 
dengan 
Belanja 
Tidak 
Langsung 

  Permen 

86 
55.0

0% 

57.0

0% 

59.0

0% 

63.0

0% 

64.0

0% 

57.5

1% 

64.5

8% 

68.6

6% 

69.5

1% 

51.0

8% 

104.5

6% 

113.30

% 

116.3

7% 

110.

33% 

79.81

% 

18. Bagi hasil 
kota 

  Permen 

86 
0.00

% 

0.00

% 

0.01

% 

0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

0.01

% 

0.00

% 

0.00

% 
- - 

100.0

0% 
- - 

19. Penetapa
n APBD 

  Permen 

86 
Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

Tepa

t 

100.0

0%  

 100.00

% 

 100.0

0% 

100.

00%  

 100.0

0% 

20. Rasio 
Belanja 
Pegawai 
diluar 
guru dan 
tenaga 
kesehatan 

  Permen 

18/2020 

- - - 
13.5
7% 

14.3
9% 

- - - - - - - - - - 

21. Rasio PAD   Permen 

18/2020 

 

21.1

6% 

21.7

4% 

22.8

7% 

24.8

2% 

27.7

2% 

21.1

6% 

21.7

4% 

22.8

7% 

24.8

2% 

27.6

1% 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

99.60

% 
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22. Rasio 
Belanja 
Urusan 
Pemerint
ahan 
Umum 
(dikurang
i transfer 
expenditu
res) 

  Permen 

18/2020 

55.8

5% 

62.9

9% 

66.3

5% 

65.1

8% 

60.5

3% 

55.8

5% 

63.4

1% 

66.0

9% 

66.5

4% 

63.6

5% 

100.0

0% 

100.67

% 

99.61

% 

102.

09% 

105.1

5% 

23. Proporsi 
pengeluar
an utama 
pemerinta
h 
terhadap 
anggaran 
yang 
disetujui. 

  SDG’s 

94.3
4% 

93.5
1% 

93.1
6% 

95% 
93.4
5% 

79.54% 77.75% 
81.48

% 

85.77

% 

69.64

% 
84.31% 83.15% 87.46% 

90.28

% 
74.52% 

24. Total 
pendapat
an 
pemerinta
h sebagai 
proporsi 
terhadap 
PDB 
menurut 
sumberny
a 

  SDG’s 

11.6
5% 

11.5
4% 

10.7
6% 

10.3
5% 

10.5
5% 

11.9
6% 

11.9
6% 

11.0
7% 

10.99

% 

10.85

% 
102.66% 103.64% 

102.88

% 

106.1

8% 

102.84

% 

25. Rasio 
penerima
an pajak 
terhadap 
PDB 

  SDG’s 

0.35
% 

0.39
% 

0.37
% 

0.40
% 

0.35
% 

0.37% 0.41% 0.42% 0.46% 0.41% 105.71% 105.13% 
113.51

% 
115% 

117.15

% 

26. Deviasi 
realisasi 
belanja 
terhadap 
belanja 
total 

  Permen 

86/2017 
85.6

9% 

81.7

6% 

87.9

0% 

91.2

4% 

81.2

3% 

85.6

9% 

81.7

6% 

87.9

0% 

91.2

4% 

81.2

3% 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

100.0

0% 
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dalam 
APBD 

   
27. 

Deviasi 
realisasi 
PAD 
terhadap 
anggaran 
PAD 
dalam 
APBD 

  Permen 

86/2017 

111.

57% 

107.

09% 

110.

61% 

112.

86% 

128.

09% 

111.

57% 

107.

09% 

110.

61% 

112.

86% 

128.

09% 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

100.0

0% 

28. Assets 
managem
ent: 
Apakah 
ada daftar 
asset 
tetap? 

  Permen 

86/2017 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

100.0

0% 

29. Asset 
managem
ent : 
Apakah 
ada 
manual 
untuk 
menyusu
n daftar 
asset 
tetap? 

  Permen 

86/2017 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

100.0

0% 

30. Asset 
managem
ent : 
Apakah 
ada 
proses 
inventaris
asi asset 
tahunan? 

  Permen 

86/2017 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

100.0

0% 

31. Assets 
managem
ent : 
Apakah 

  Permen 

86/2017 
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

100.0

0% 
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nilai asset 
tercantum 
dalam 
laporan 
anggaran? 

32. Rasio 
anggaran 
sisa 
terhadap 
total 
belanja 
dalam 
APBD 
tahun 
sebelumn
ya 

  Permen 

86/2017 

22.0

5% 

20.7

6% 

15.2

8% 

11.4

2% 

23.0

6% 

22.0

5% 

20.7

6% 

15.2

8% 

11.4

2% 

25.2

7% 

100.0

0% 

100.00

% 

100.0

0% 

100.

00% 

109.5

8% 
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Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2022 

Uraian 

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasion antara Realisasi dan Anggararan Tahun 

ke- 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 
Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1,581,7

01,000 

2,332,

521,00

0 

2,096,

116,00

0 

1,986,

376,00

0 

1,480,

545,00

0 

1,280,

547,23

1 

2,103,

644,84

3 

1,810,

313,35

2 

1,902,8

78,346 

1,427,94

2,965 

80.96

% 

90.19

% 

86.37

% 

95.80

% 

96.45

% 
1,66% 7,62% 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

1,919,8

27,000 

2,714,

398,00

0 

2,358,

868,00

0 

745,48

2,000 

546,84

0,000 

697,49

6,550 

2,142,

296,38

2 

2,133,

656,24

3 

670,741

,684 

535,049,

678 

36.33

% 

78.92

% 

90.45

% 

89.97

% 

97.84

% 
-16,69% 29,49% 

Program 

Penyelamatan 

Dan 

Pelestarian 

Dokumen/Ars

ip Daerah 

136,130

,000 

136,13

0,000 

124,85

0,000 

137,21

4,000 

75,738

,000 

106,01

8,550 

135,57

0,050 

117,72

2,900 

134,935

,450 

75,428,9

88 

77.88

% 

99.59

% 

94.29

% 

98.34

% 

99.59

% 
-10,80% -3,69% 

Program 

Peningkatan 

dan 

Pengembanga

n Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

7,137,3

34,000 

7,823,

310,00

0 

6,450,

614,00

0 

5,783,

618,00

0 

3,969,

535,00

0 

4,950,

307,23

7 

7,086,

057,91

7 

5,897,

071,73

6 

5,506,6

31,726 

3,872,58

8,938 

69.36

% 

90.58

% 

91.42

% 

95.21

% 

97.56

% 
-12,41% -2,48% 

Program 

Pengembanga

n Sistem 

Informasi 

Pertanahan 

471,700

,000 
- - - - 

180,93

3,730 
- - - - 

38.36

% 
- - - - - - 
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Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

45,341,

000 
- - - - 

40,644

,000 
- - - - 

89.64

% 
- - - - - - 

Program 

Penataan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

62,382,

000 
- - - - 

41,219

,000 
- - - - 

66.08

% 
- - - - - - 

Program 

Penataan 

penguasaan, 

pemilikan, 

penggunaan 

dan 

pemanfaatan 

tanah 

- 
704,27

8,000 
- - - - 

475,92

1,080 
- - - - 

67.58

% 
- - - - - 

Program 

peningkatan 

pengembanga

n sistem 

pelaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

- 
234,64

8,000 

217,19

1,000 

169,25

0,000 

115,22

7,000 
- 

228,43

8,250 

214,85

1,948 

167,681

,400 

114,908,

726 
- 

97.35

% 

98.92

% 

99.07

% 

99.72

% 
-15.36% -14.84% 

Program 

Peningkatan, 

Pengembanga

n dan 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

- 

3,622,

549,00

0 

3,099,

144,00

0 

16,856

,082,0

00 

2,339,

164,00

0 

- 

2,972,

319,83

0 

2,958,

592,88

5 

15,601,

475,783 

2,268,92

3,041 
- 

82.05

% 

95.46

% 

92.56

% 

97.00

% 
85.83% 85.35% 

Program 

Peningkatan, 

Pengembanga

n dan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

- 

1,241,

238,00

0 

5,721,

259,00

0 

6,727,

132,00

0 

8,153,

443,00

0 

- 

1,178,

316,62

5 

5,078,

706,91

1 

6,193,0

15,752 

2,891,35

9,695 
- 

94.93

% 

88.77

% 

92.06

% 

35.46

% 
99.93% 74.91% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara alokasi 

penganggaran yang disediakan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke 

tahun. Peningkatan tersebut sesuai dengan kebutuhan alokasi 

perencanaan dalam rangka percepatan pencapaian target, visi dan misi 

Kepala daerah maupun pencapaian program-program prioritas yang 

merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat. 

Bisa diperhatikan bahwa kenaikan alokasi anggaran dari tahun ke 

tahun telah berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. 

Realisasi belanja terutama belanja langsung dari tahun ke tahun  

menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam penyerapannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa BPKAD Kota Magelang sudah cermat di dalam 

merencanakan anggaran belanja.  Namun demikian di dalam pelaksanaan 

anggaran agar bisa terealisasi optimal sesuai perencanaannya tetap harus 

diperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu adanya integrasi antara 

perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal-hal yang 

direncanakan dan dianggarkan merupakan perencanaan yang berbasis 

kinerja dan berbasis program. 

Rata-rata rasio realisasi dan anggaran pada setiap periode 

perencanaan dapat dikatakan baik. Hanya pada tahun 2020 anggaran 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengalami 

penurunan yang sangat signifikan. Hal ini sebagai imbas dari adanya 

pandemi Covid-19 sehingga semua anggaran yang ada disetiap perangat 

daerah dialihkan bagi penanganan pandemi Covid-19. 

Adapun untuk realisasi serapan anggaran, secara keseluruhan 

berikut disampaikan beberapa hal yang menyebabkan realisasi serapan 
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anggaran fluktuatif dengan peningkatan di akhir periode, diantaranya 

sebagai berikut:  

a) efisiensi anggaran/penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, terutama 

beberapa anggaran yang tidak bisa di prediksi secara pasti 

penggunaannya, hanya didasarkan pada realisasi anggaran pada tahun 

sebelumnya;  

b) adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi 

serapan anggaran  sehingga anggaran kegiatan tidak bisa diserap 

secara maksimal.
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2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang 

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan 

ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat 

menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam 

mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:  

1. Faktor Interal 

a. Kekuatan 

1) Memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 

pengelolaan asset yang akuntabel sehingga opini WTP akan 

terus dapat dipertahankan pada masa yang akan dating. 

2) Menciptakan ruang fiskal yang semakin besar sehingga 

terdapat keleluasaan dalam pengalokasian anggaran. 

3) Meningkatkan kinerja pendapatan dengan lebih menggali lagi 

potensi-potensi pendapatan yang ada. 

4) Mengoptimalkan manajemen pengelolaan asset daerah. 

b. Kelemahan 

1) Profesionalisme dan kompetensi SDM Pengelola Keuangan 

dan Aset pada perangkat daerah  

2) Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran 

3) Akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan 

barang milik daerah 

4) Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan 

aset 

2. Faktor Eksternal 

a. Peluang 

1) Pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan 

provinsi dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan 

dan belanja daerah serta menjadi peluang  yang lebih dalam 

dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. 
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2) Laju pertumbuhan ekonomi sebelum adanya pandemic virus 

Covid-19 menunjukkan angka yang positif dan progresif. 

3) Iklim investasi yang kondusif 

4) Potensi wajib pajak (WP) mengalami kenaikan yang positif 

dalam tax effort. 

5) Sumber daya manusia yang semakin cerdas dengan didukung 

kehadiran Teknologi Informasi (TIK) akan menghasilkan 

berbagai inovasi guna perbaikan tata kelola pemerintahan. 

6) Adanya regulasi penyederhanaan birokrasi membuka peluang 

bagi PNS guna mengembangkan kompetensi diri dalam jabatan 

fungsional tertentu yang mendukung terhadap kinerja 

perangkat daerah. 

b. Tantangan 

1) Memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengelolaan 

asset yang akuntabel sehingga opini WTP akan terus dapat 

dipertahankan pada masa yang akan dating. 

2) Menciptakan ruang fiskal yang semakin besar sehingga 

terdapat keleluasaan dalam pengalokasian anggaran. 

3) Meningkatkan kinerja pendapatan dengan lebih menggali lagi 

potensi-potensi pendapatan yang ada. 

4) Mengoptimalkan manajemen pengelolaan asset daerah. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kota 

Magelang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang, maka Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengampu tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan 

fungsi penunjang urusan keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang membantu Walikota untuk mengemban 

kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan 

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dukungan teknis sesuai 

lingkup tugasnya 

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang di tengah upaya 

menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi 

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

 Belum Optimalnya 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Barang Milik 
Daerah 
  
  

Belum 
Optimalnya 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 
 

Belum 
terpenuhinya  
kualitas 
penganggara
n sesuai 
dengan 

Pengalokasian anggaran 

belum sesuai kewajaran 

Adanya inkonsistensi sub 

kegiatan diluar regulasi 

dalam tahapan proses 
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ketentuan penganggaran 

Belum terpenuhinya 

standar waktu rancangan 

dokumen penganggaran 

Belum 

terpenuhinya 

kualitas 

penatausaha

an keuangan 

sesuai 

dengan 

ketentuan 

 

Belum maksimalnya 

pengelolaan kas daerah 

Masih terdapat proses 

pencairan anggaran yang 

belum sesuai dengan 

pedoman yang 

ditetapkan 

Belum 
terpenuhinya  
kualitas 
pertanggungj
awaban dan 
pelaporan 
keuangan 
sesuai 
dengan 
ketentuan 

Laporan keuangan OPD 

belum sesuai SAP 

Belum sesuainya Laporan 

Keuangan dengan laporan 

terkait lainnya 

Belum 
optimalnya 
penerimaan 
PAD 

Belum terpenuhinya data 

potensi PAD 

Masih rendahnya realisasi 

pembayaran pajak dan 

retribusi daerah 

 

Belum 

Optimalnya 

Pengelolaan 

Barang 

Milik Daerah 

 

Kurangnya 
kualitas 
perencanaan 
kebutuhan 
barang 

Kurangnya kualitas usulan 

perencanaan BMD dari 

OPD 

Belum 
optimalnya 
pendayaguna
an BMD 

Belum optimalnya 

pemanfaatan BMD 

 

Belum efisiennya 

penggunaan BMD  

Belum 
optimalnya 
pengamanan 
BMD 

Belum optimalnya 

pengamanan 

fisik tanah dan/atau 

bangunan 

Belum optimalnya 

pengamanan 

administratif tanah 

dan/atau 
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bangunan 

Belum optimalnya 

pengamanan yuridis 

tanah dan/atau bangunan 

Belum 

berkualitasn

ya 

penatausaha

an BMD 

Laporan BMD 

tidak tepat waktu 

Materi laporan kurang 

valid dan informatif 

Belum 

Optimalnya 

Pemindahtan

ganan BMD 

Belum 

Tersedianya 

Penilaian Barang 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Visi dan misi Kota Magelang mencerminkan visi dan misi pasangan 

Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota 

Magelang yang termaktub dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 

yaitu: 

“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia” 

 

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan 

diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini. 

- Magelang 

Magelang adalah satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah 

Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,54 km² dan terdiri dari 3 

kecamatan dan 17 kelurahan. 

- Maju 

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih 

berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang 

dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang 

maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari 

daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada 
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masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan 

dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan. 

 

- Sehat 

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap 

komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, 

penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya 

haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam 

keadaan yang baik.  

Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk 

memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang 

keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi 

syarat dan kaidah kesehatan.  

Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan 

sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang 

didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan 

kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan 

akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang 

sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta 

lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

- Bahagia 

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna 

keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan 

makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan 

pelayanan dasarnya.  

Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia 

ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang 

berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan 

berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan 

masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan 

ekonomi masyarakat.   
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Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi 

RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 yang terdiri dari 

Misi 1        : Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, 

Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan 

Imtaq 

Misi 2        : Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar 

Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia 

Misi 3        :  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang 

Baik Dan Inovatif 

Misi 4        : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan 

Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi 

Kerakyatan 

Misi 5        : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing 

Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan 

Infrastruktur 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

memiliki keterkaitan dengan Misi ke 3 Tujuan ke-3 dan Sasaran ke-12 

dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Magelang berperan untuk meningkatkan 

pengelolaan keuangan dan asset daerah. Oleh karena itu, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang perlu mengidentifikasi faktor 

penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi 

dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terhadap 

pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang 

No Misi Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

1. 

 
 
 

Misi ke 3 

 
 
 

1.Sarana dan 
Prasarana kerja 
yang cukup 

memadai 

1.Belum terpenuhinya 
kualitas Penganggaran 
sesuai dengan ketentuan 
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2. Komitmen 

semua pegawai 
untuk mencapai 
visi dan misi Kota 

Magelang 
3. Ketersediaan 

SDM yang lebih 
dapat dioptimalkan 
4. Adanya 

Perda Nomor 7 
Tahun 2020 

tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

yang menjadi 
pendorong  
 

2.Belum efektifnya proses 

penatausahaan keuangan. 
3.Penyajian LKPD kurang 
sesuai dengan SAP 

4.Kurang optimalnya 
penerimaan PAD 

5.Penyajian usulan RKBMD 
dari OPD kurang tepat 
waktu 

6.Pengamanan dan 
Pemanfaatan BMD belum 

optimal 
7.Perlunya kompetensi 
SDM Pengelola Barang  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 

3.3.1 Telaahan Renstra Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah 

Kementrian Dalam Negeri  

Selain permasalahan yang ada ditingkat internal dan 

eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang, serta memperhatikan permasalahan serta program 

prioritas Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026, hal penting lain 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang  sesuai dengan 

tugas dan fungsi adalah dengan memperhatikan dan mengkaji hal-

hal terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di 

tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Dari kajian terhadap 

Renstra Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian 

Dalam Negeri dan Renstra Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah 

maka permasalahan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang beserta faktor pendorong dan penghambat 

keberhasilan penanganannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeriaan 

Dalam Negeri memiliki Visi "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel 

dan Kompetitif" dengan Misi : 
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1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah. 

2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib     

 administrasi pengelolaan keuangan daerah. 

3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.  

4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan  

dan kemampuan fiskal daerah.  

5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, 

BLUD,BMD.  

6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang 

berkualitas di lingkungan Direktorat JenderalBina Keuangan 

Daerah. 

 Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

adalah "Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib 

administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya 

investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif" dengan 

Sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 

yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan 

APBD; 

2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 

Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah; dan  

3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah. 

Adapun arah kebijakan yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan 

anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi 

teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan 

informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;  

2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, 

koordinasi,pemantauan dan evaluasi teknis di bidang 

pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, 

retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan 

kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama 
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daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan 

obligasi daerah;  

3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta 

fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer 

lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;  

4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan 

fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan 

daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, 

informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi 

pengelolaan keuangan daerah;  

5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, 

penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan 

urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi yang dicapai adalah: 

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang 

partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif; 

2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD 

dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;  

3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program 

dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan 

kekayaan daerah. 

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan 

strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian 

Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan Visi dan Misi 

dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

terkait tata kelola keuangan daerah. Mempunyai Visi yang sama 

yaitu ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan 

dan akuntabel. 

Beberapa misi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Kementerian Dalam Negeri juga bersesuaian dengan misi 

yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang yaitu peningkatan kualitas penganggaran dan 

peningkatan akuntabilitas serta transparansi. 
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Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan 

Sasaran K/L 

No 

Sasaran 

Renstra 
Perubahan 
Ditjen Bina 

Keuangan 
Daerah 

Kemendagri 

Permasalahan 

Pelayanan 
BPKAD Kota 

Magelang 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Pengelolaan 
keuangan 

daerah yang 
akuntabel dan 

transparan, 
serta efisien 
dalam 

pemanfaatan 
APBD  
 

1.Kualitas 
penyusunan 

dan 
penetapan 

penganggara
n  

2.Belum 

optimalnya 
penatausaha
an keuangan 

daerah dan 
layanan 

kebendahara
an sesuai 
peraturan 

perundangan  
3.Belum 

optimalnya 
kualitas 
penyusunan 

laporan 
keuangan 
pemerintah 

daerah  
4.Belum 

optimalnya 
pelayanan 
dan 

akuntabilitas 
kinerja  

 

 
5.Belum 
optimalnya 

pengelolaan 
aset daerah 
 

1.Belum 
optimalnya 

integrasi 
antara 

perencanaan 
dan 
penganggara

n  
2.Kurangnya 

kompetensi 

Bendahara 
dan 

Pengelola 
BMD di OPD 

3.Kurang 

pahamnya 
Penyusun 

Laporan 
Keuangan 
pada OPD 

tentang 
penyusunan 
laporan 

keuangan 
sesuai 

dengan SAP 
4.Kurangnya 

pemahaman 

pegawai 
terhadap 

akuntabilitas 
kinerja 

 5.Kurangnya 

kompetensi 
Pengurus 
dan 

Penyimpan 
Barang OPD 

dalam hal 
penatausaha
an BMD 

1.Komitmen 

bersama 

terhadap 

pengelolaan 

keuangan dan 

asset daerah 

yang 

berkualitas 

 

2. Sudah 
tersedia Perda 
Kota Magelang 

Nomor 7 Tahun 
2020 tentang 

Pokok-pokok 
Penelolaan 
Keuangan 

Daerah 
 

  

 

4. Meningkatnya 

kualitas inovasi 

daerah 
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3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi  

 

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2018-2023, adalah: “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin 

Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Adapun misi yang 

ditetapkan : 

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub  

untuk menjaga NKRI;  

2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan 

pemerintah Kabupaten/Kota;  

3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis 

ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;  

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih 

berbudaya, dan mencintai lingkungan. 

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah 

tersebut, maka BPKAD Kota Magelang sebagai salah satu OPD di 

lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah, memiliki peran penting mendukung 

pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 

lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan BPKAD Kota 

Magelang lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur 

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu ”Memperluas reformasi 

birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah 

Kabupaten/Kota”. Adapun tujuan yang ditetapkan yaitu : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik dengan sasaran yang 

akan dicapai adalah “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah 

Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan”.  

2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah 

Sasaran yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Manajemen dan 

Administrasi Aset Daerah” 
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Analisis terhadap visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota 

Magelang untuk mewujudkan pengelolaan keungan dan asset yang 

berkualitas. 

Hasil analisis permasalahan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Renstra Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

beserta faktor penghambat dan pendorong pelayanan diidentifikasi pada 

tabel 3.5 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan 

Sasaran Provinsi 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah BPKAD 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Permasalahan  

Pelayanan BPKAD 

Kota Magelang 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Mewujudkan tata 

kelola keuangan 

yang baik 

 Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
keuangan daerah 

 

 

 

 Kurang 
optimalnya 
integrasi antara 
perencanaan   
dengan proses 
penganggaran 

 Belum efektifnya 
proses 
penatausahaan 
keuangan 

 Kurangnya 
pemahaman 
Pengelola 
Keuangan dan 
Pengelola Barang 
OPD terhadap 
regulasi yang ada 

 Belum 
optimalnya 
penerimaan PAD 

 

 Sarana dan Prasarana kerja 
yang cukup memadai 

 

 Komitmen semua pegawai 
untuk mencapai visi dan 
misi Kota Magelang 

 

 Ketersediaan SDM yang 
lebih dapat dioptimalkan 

 

 Adanya Perda Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
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2. Mewujudkan 

peningkatan 

manajemen dan 

administrasi asset 

daerah 

Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

 

 Kuantitas dan 
kualitas SDM 
Pengelola Barang 
yang terbatas. 

 Ketersediaan 
data perolehan 
aset yang 
terbatas. 

 

 Sudah tersedia Perda Kota 
Magelang Nomor 5 Tahun 
2018 dan Perwal  Kota 
Magelang Nomor 55 Tahun 
2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perda No 5 
Tahun 2018 tentang Inovasi 
Daerah. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis  

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang ditetapkan 

memalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 2012-2032. Tujuan penataan 

ruang di Kota Magelang adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten 

yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya 

sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan 

perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, 

seimbang dan berkelanjutan”. Dari kebijakan dan strategi penataan 

ruang wilayah daerah tersebut, sebagai unsur pelaksana teknis 

penunjang, BPKAD Kota Magelang tidak secara langsung memiliki 

kebijakan yang relevan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang 

daerah dimaksud. 

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 

Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasiRTRW 

No

. 

Telaah RTRW 

terkait Tupoksi 

Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

1. - - - 

2.    

3.    

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS) 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
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keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS 

diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang 

direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat 

pelayanan  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang  ditinjau dari 

implikasi KLHS 

Tujuan 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Isu Strategis dan Target 

TPB belum tercapai, belum 

menjadi target, belum ada 

data 

Kod

e 

Capa

ian 

TPB 

Isu Strategis 

Terkait 

Isu Uji Publik 

Tujuan 1: Mengakhiri 

Segala 

Bentuk Kemiskinan di 

manapun 

 

Masih terbatasnya jumlah 

rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap layanan 

sumber air minum layak dan 

berkelanjutan. 

SB 

 

Kualitas 

Permukiman 

dan Sarana 

Prasarana 

Perkotaan 

 Kualitas air sungai 
sebagai sumber air 
baku 

 Pemberdayaan 
masyarakat untuk 
pemenuhan 
kebutuhan 
layanan 
dasar masyarakat 

 Kota Magelang 
menjadi kota layak 
huni 

 Peningkatan 
layanan IPAL 
100% untuk 
masyarakat 

Masih terbatasnya jumlah 

rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap layanan 

sanitasi layak dan 

berkelanjutan. 

SB 

 

Masih adanya rumah tangga 

kumuh perkotaan 

SB 

 

Tujuan 2: 

Menghilangkan 

Kelaparan,Mencapai 

Ketahanan Pangan 

dan Gizi yang Baik, 

serta Meningkatkan 

Pertanian 

Berkelanjutan 

Belum adanya data mengenai 

Prevalensi Ketidakcukupan 

Konsumsi Pangan (Prevalence 

of Undernourishment) 

 

NA 

 

Layanan dasar 

masyarakat 

 

Kedaulatan dan 

kemandirian pangan 

melalui pengelolaan 

sumber daya ekonomi 

 

Tujuan 3: Menjamin 

Kehidupan yang Sehat 

dan 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Seluruh Penduduk 

Semua Usia 

 

Belum optimalnya program 

untuk mengurangi prevalensi 

obesitas pada penduduk 

umur ≥18 tahun. 

NA 

 

  

Masih rendahnya jumlah 

pengakses layanan pasca 

rehabilitasi. 

NA 

 

 

Belum optimalnya upaya 

untuk mengurangi prevalensi 
SB  
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penyalahgunaan narkoba.  

Belum tersedia data unmeet 

need pelayanan kesehatan 
NA 

 

Kerjama pemerintah 

dengan perguruan 

tinggi 

Tujuan 4: Menjamin 

Pendidikan yang 

Inklusif dan Merata 

serta Mempromosikan 

Kesempatan Belajar 

Sepanjang Hayat bagi 

Semu 

 

Masih rendahnya Angka 

Partisipasi Kasar (APK) 

Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). 

SB 

 

Kualitas SDM 

 

 

Masih terbatasnya proporsi 

remaja dan dewasa dengan 

keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi 

(TIK) 

NA 

 

 

Masih adanya penduduk 

umur ≥15 tahun yang belum 

melek aksara penduduk 

SB 

 

 

Belum tersedianya data 

Angka Melek Aksara (AMH) 

penduduk umur 15-24 tahun 

dan umur 15- 59 tahun 

NA 

 

 

Tujuan 5: Mencapai 

Kesetaraan Gender 

dan Memberdayakan 

Kaum Perempuan 

 

Masih terbatasnya jumlah 

kebijakan yang responsif 

gender mendukung 

pemberdayaan perempuan. 

SB 

 

 

Tingginya proporsi 

perempuan umur 20-24 

tahun yang berstatus kawin 

atau berstatus 

hidup bersama sebelum umur 

15 tahun dan sebelum umur 

18 tahun. 

SB 

 

 

Tujuan 6: Menjamin 

Ketersediaan serta 

pengelolaan Air Bersih 

dan Sanitasi yang 

Berkelanjutan 

untuk semua 

 

Masih terdapat penduduk 

yang belum bias mengakses 

terhadap layanan air minum 

layak 

SB 

 

Kualitas 

permukiman 

dan sarana 

prasarana 

perkotaan 

Kota Magelang menjadi 

Kota Layak Huni 

 

Masih rendahnya proporsi 

populasi yang memiliki akses 

layanan sumber air minum 

aman dan berkelanjutan 

SB 

 

  

Masih rendahnya proporsi 

populasi yang memiliki 

fasilitas cuci tangan dengan 

sabun dan air. 

NA 

 

  

Masih terdapat penduduk 

yang tidak memiliki akses 

terhadap layanan sanitasi 

yang layak 

SB 

 

  

Tujuan 7: Menjamin 

Akses Energi yang 

Belum tersedia data jumlah NA Layanan dasar Kerjasama pemerintah 

dengan perguruan 
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Terjangkau, 

Andal, Berkelanjutan 

dan 

Modern untuk Semua 

 

rumah tangga pengguna gas 

 

 masyarakat 

 

tinggi 

 

Tujuan 8: 

Meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi yg 

inklusif dan 

berkelanjutan, 

kesempatan kerja yg 

produktif & 

menyeluruh, serta 

pekerjaan yg layak 

untuk semua 

 

Belum tersedia data laju 

pertumbuhan PDB per tenaga 

kerja / tingkat pertumbuhan 

PDB 

riil per orang bekerja per 

tahun 

 

NA 

 

Kualitas SDM 

 

Kerjasama pemerintah 

dengan perguruan 

tinggi 

 

Masih rendahnya jumlah usia 

muda (15-24 tahun) yang 

sedang tidak sekolah, bekerja 

atau mengikuti pelatihan 

(NEET) 

NA 

 

Kualitas SDM 

 

Kerjasama pemerintah 

dengan perguruan 

tinggi 

 

Tujuan 9: membangun 

infrastruktur yg 

tangguh, 

meningkatkan industri 

inklusif 

dan berkelanjutan 

serta mendorong 

inovasi  

Belum tersedia data proporsi 

penduduk yang terlayani 

mobile 

broadband 

 

NA 

 

Kualitas 

permukiman 

dan sarana 

prasarana 

perkotaan 

 

perkotaan 

 

Tujuan 10: 

Mengurangi 

kesenjangan intra dan 

antar negara 

 

Belum optimalnya upaya 

untuk mengurangi Proporsi 

penduduk 

yang hidup di bawah 50 

persen dari median 

pendapatan, menurut jenis 

kelamin dan penyandang 

disabilitas 

NA 

 

Kualitas SDM 

 

Peningkatan 

transparansi dalam 

penanggulangan 

kemiskinan 

 

Belum optimalnya upaya 

untuk mengurangi Proporsi 

penduduk 

yang hidup di bawah 50 

persen dari median 

pendapatan, menurut jenis 

kelamin dan penyandang 

disabilitas 

NA 

 

  

Tujuan 11: 

Menjadikan Kota 

dan Permukiman yang 

Inklusif, Aman 

Tangguh dan 

Berkelanjutan 

 

Masih terdapat rumah tangga 

yang belum memiliki akses 

terhadap hunian yang layak 

dan terjangkau 

SB 

 

Kualitas 

permukiman 

dan sarana 

prasarana 

perkotaan 

Kota Magelang 

menjadi Kota Layak 

Huni 

 

Masih rendahnya persentase 

pengguna moda transportasi 

umum di perkotaan 

SB 

 

  

Belum adanya komitmen 

untuk pengembangan kota 
BB   
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sebagai kota pusaka  

Belum adanya lembaga 

pembiayaan infrastruktur 

BB 

 

  

Belum optimalnya 

penanganan sampah 

perkotaan 
SB 

 

Kualitas 

lingkungan 

hidup dan 

ketahanan 

bencana 

Pengurangan dan 

pengelolaan sampah 

domestik 

Belum adanya komitmen 

untuk pengembangan kota 

sebagai kota hijau 

BB 

 

 Pengurangan dan 

pengelolaan sampah 

domestik 

 

Masih rendahnya proporsi 

korban kekerasan dalam 12 

bulan terakhir yang 

melaporkan kepada polisi 

NA 

 

  

Tujuan 12: Menjamin 

Pola 

Produksi dan 

Konsumsi yang 

Berkelanjutan 

 

Masih sedikitnya jumlah 

peserta PROPER minimal 

ranking BIRU 

 

NA 

 

Kualitas 

lingkungan 

hidup dan 

ketahanan 

bencana 

 

Belum adanya data jumlah 

perusahaan yang 

menerapkan sertifikasi SNI 

ISO 14001 

 

NA 

 

  

Belum diterapkannya Standar 

Pelayanan Masyarakat (SPM)  

dan register pada fasilitas 

publik 

NA 

 

  

Tujuan 16: 

Menguatkan 

Masyarakat yang 

Inklusif dan 

Damai untuk 

Pembangunan 

Berkelanjutan, 

Menyediakan 

Akses Keadilan untuk 

Semua, dan 

Membangun 

Kelembagaan yang 

Efektif, Akuntabel, dan 

Inklusif di 

Semua Tingkatan 

 

Belum adanya data series 

proporsi penduduk yang 

menjadi korban kejahatan 

kekerasan dalam 12 bulan 

terakhir. 

NA 

 

  

Masih rendahnya proporsi 

korban kekerasan dalam 12 

bulan terakhir yang 

melaporkan kepada polisi 

SB 

 

  

Belum dilaksanakannya 

bantuan hukum litigasi dan 

non litigasi kepada orang 

atau kelompok masyarakat 

miskin 

BB 

 

 kerjasama pemerintah 

dengan perguruan 

tinggi 

 

Belum tersedia data Indeks 

Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 
NA 

 

 kerjasama pemerintah 

dengan perguruan 

tinggi 
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Masih rendahnya jumlah 

kepemilikan sertifikat Pejabat 

Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) untuk 

mengukur kualitas PPID 

dalam menjalankan tugas dan 

fungsi sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang 

undangan. 

SB 

 

  

Tujuan 17: 

Mengurangi 

kesenjangan intra dan 

antar negara 

Masih rendahnya total 

pendapatan pemerintah 

sebagai proporsi terhadap 

PDRB menurut sumbernya 

SB 

 

Daya saing 

daerah 

 

Belum optimalnya 

pengelolaan potensi 

daerah untuk 

meningkatkan 

pendapatan daerah 

Belum tersedia data tingkat 

penetrasi akses tetap pita 

lebar (fixed broadband) di 

perkotaan dan di perdesaan 

NA 

 

Kualitas 

permukiman 

dan sarana 

prasarana 

perkotaan 

Kerjasama pemerintah 

dengan perguruan 

tinggi 

 

Belum adanya data penduduk 

terlayani mobile broadband 
NA 

 

 Kerjasama pemerintah 

dengan perguruan 

tinggi 

Belum adanya proyek yang 

ditawarkan untuk 

dilaksanakan dengan skema 

kerjasama 

pemerintah dan badan usaha 

(KPBU) 

BB 

 

  

Belum adanya alokasi 

pemerintah untuk penyiapan 

proyek, transaksi proyek, dan 

dukungan pemerintah dalam 

Kerja sama Pemerintah dan 

Badan Usaha (KPBU) 

BB 

 

  

Masih rendahnya 

pertumbuhan ekspor produk 

non migas SB 

Daya saing 

daerah 

Belum optimalnya 

pengelolaan potensi 

daerah untuk 

meningkatkan 

pendapatan daerah 

 

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kota Magelang di atas BPKAD Kota 

Magelang dalam urusan Penunjang Lainnya mendukung pada Tujuan 17: 

Mengurangi Kesenjangan Intra dan antar Negara dengan isu “Masih 

Rendahnya Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDRB 

Menurut Sumbernya” dengan kode capaian “SB” dan isu strategis yang 

terkait adalah “Daya Saing Daerah”, dan dengan isu uji publiknya adalah 
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“Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah untuk Meningkatkan 

Pendapatan Daerah”. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki 

integrasi terhadap kondisi lingkungan. 

3.5 Penentuan isu-isu strategis 

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi 

entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu 

startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan 

menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.  

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor 

penghambat pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala 

daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah sebagai 

berikut:  

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar tujuan 

pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien 

2. Optimalisasi penggalian potensi PAD untuk peningkatan 

pendapatan daerah 

3. Pengoptimalan manajemen asset agar asset daerah dapat terkelola 

secara baik 

4. Peningkatan kinerja BUMD agar optimal dalam kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

 

 

 



  

97 

 

BAB IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi 

dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.  Oleh karena itu 

berdasarkan visi Walikota Kota Magelang yaitu Magelang Maju, Sehat 

dan Bahagia dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang termasuk dalam Misi ke-3 

yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efektif. 

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota 

Kota Magelang dan diturunkan ke dalam  tujuan dan sasaran 

pembangunan yang akan dicapai oleh  Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TUJUAN DAN 

SASARAN 

KONDISI AWAL TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI 

AKHIR 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2026 

Sebelum Perubahan 

1 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan dan 

Barang  Milik 

Daerah 

 Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah dan  

Barang Milik 

Daerah 

89,27% 
89,76

% 

91,09

% 

92,03

% 

93,69

% 

93,87

% 
93,87% 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

89,76 89,76 91,43 91.43 93,10 93,10 93,10 

 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

asset daerah 

Akuntabilitas 

Penatausahaan 

barang milik 

Daerah 
88,79 89,77 90,76 92,64 94,29 94,64 94,64 



  

98 

 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TUJUAN DAN 

SASARAN 

KONDISI AWAL TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI 

AKHIR 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2026 

  Meningkatnya 

pendapatan 

daerah 

Rasio 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

23,82 26,05 25,25 25,81 26,37 26,37 26,37 

Setelah Perubahan 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TUJUAN DAN 

SASARAN 

KONDISI 

AWAL 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI 

AKHIR 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 

 MISI 3          

1 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan dan 

Barang  Milik 

Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah dan  

Barang Milik 

Daerah 

89,27% 
89,76

% 

91,09

% 

92,03

% 

93,69

% 

93,87

% 
93,87% 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

 

89,76% 
89,76

% 

91,43

% 

91,43

% 

93,10

% 

93,10

% 
93,10% 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 88,79% 
89,77

% 

90,76

% 

92,64

% 

94,29

% 

94,64

% 
94,64% 

2 Meningkatny

a 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

32,02% 
36,16

% 

34,61

% 

35,64

% 

36,69

% 

36,69

% 
36,69% 

  Meningkatnya 

Pendapatan 

Daerah 

Rasio PAD 

terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

23,82% 
26,05

% 

25,25

% 
25,81 

26,37

% 

26,37

% 
26,37% 
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Gambar 4.1 Logical Framework Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang 
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Gambar 4.2 Cascading Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Magelang 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selama 5 tahun ke 

depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-

2026. 

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam 

suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan 

memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta 

pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi 

untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi 

merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam 

penjabaran kebijakan dan program. 

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di 

suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin 

dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan 

pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program 

maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan 

pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki 

tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 

2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan 

VISI: MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA 

MISI III: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 

keuangan dan 
pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

1. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 
daerah 
 

1. Meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah 

1. Peningkatan kualitas 

perencanaan, proses 
penyusunan, serta 
administrasi penganggaran 
daerah. 

 
2. Peningkatan kualitas 
administrasi dan tata kelola 
belanja daerah, dana 

transfer serta pembiayaan 
daerah. 

 

 
3. Peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan 
Perangkat Daerah. 

 

 
2.Meningkatnya kualitas 

pengelolaan BMD 

2.Meningkatkan akuntabilitas 

penatausahaan Barang Milik 

Daerah 

 

1. Peningkatan kualitas 

perencanaan, manajemen 

pemanfaatan, serta 

penatausahaan Barang Milik 

Daerah. 

 

 

Meningkatnya 

kemandirian 

keuangan daerah 

 

Meningkatnya pendapatan 

daerah 

 

Meningkatkan dan 

mengoptimalkan penerimaan 

pajak daerah 

 

Peningkatan penerimaan 

pajak daerah dengan 

mengoptimalkan potensi-

potensi wajib pajak daerah, 

peningkatan pelayanan 

perpajakan, serta tata kelola 

data & informasi wajib pajak 

secara terpadu.  
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk 

mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan 

operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Program dan 

kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tentu 

relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. 

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk 

mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat 

melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk 

berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan 

penguraian lebih lanjut dari program. 

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan 

untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil 

(outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator 

kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan 

sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok 

sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. 
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Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 

Tujua

n  
Sasaran  

K

o

d

e 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan, 

Sasaran, 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra PD Unit Kerja 

PD 

Penanggu

ng Jawab 

Lokasi 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

Sebelum Perubahan 

Menin

gkatn

ya 

kualit

as 

penge

lolaan 

Keuan

gan 

dan 

Baran

g 

Milik 

Daera

h 

      Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah dan 

Barang Milik 

Daerah 

 

89,27(%) 

89,76(

%) 

47.426.

255.000

,00 

91,09(%

) 
48.021.953.500,00 

92,03(

%) 

48.987.

959.487

,00 

93,69(

%) 

50.304.

110.050

,00 

93,87(

%) 

51.786.

581.456

,00 

93,87(

%) 

51.786.

581.456

,00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  Mening

katnya 

pelayan

an 

Perangk

at 

Daerah 

yang 

berkuali

tas 

    Persentase 

Pelayanan 

Internal 

Perangkat 

Daerah yang 

berkualitas 
100% 100%  100%  100%   100%  100%   100%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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      Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Ko

ta 

Tingkat 

pemenuhan 

kebutuhan 

(TPK) 

perencanaan 

penganggaran 

dan evaluasi 

kinerja 

perangkat 

daerah, 

administrasi 

keuangan, 

administrasi 

kepegawaian, 

administrasi 

umum, 

penyediaan 

jasa 

penunjang 

urusan 

Pemda, serta 

pemeliharaan 

BMD OPD dan 

Barang 

Pengelola 

penunjang 

urusan Pemda 

sesuai 

ketentuan. 

100 (%) 97 (%) 11,289,

361,000

.00 

 (%) 11,643,572,600.00  (%) 11,893,

810,034

.00 

 (%) 12,486,

502,933

.00 

 (%) 13,735,

293,831

.00 

 (%) 13,735,

293,831

.00 

  

  

  

  

  Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

ketersediaan 

(CK) dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

dan evaluasi 

kinerja PD 

100 (%) 100 

(%) 

34,506,

000.00 

100 (%) 36,231,300.00 100 

(%) 

38,042,

867.00 

100 

(%) 

39,945,

008.00 

100 

(%) 

41,942,

260.00 

100 

(%) 

41,942,

260.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

dokumen 

perencanaan 

perangkat 

daerah yang 

3 Dokumen 3 

Dokum

en 

6,586,0

00.00 

2 

Dokume

n 

6,915,300.00 3 

Dokum

en 

7,261,0

65.00 

2 

Dokum

en 

7,624,1

18.00 

2 

Dokum

en 

8,005,3

24.00 

2 

Dokum

en 

8,005,3

24.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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disusun 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

RKA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen RKA 

SKPD yang 

disusun 

1 Dokumen 1 

Dokum

en 

3,681,0

00.00 

1 

Dokume

n 

3,865,050.00 1 

Dokum

en 

4,058,3

03.00 

1 

Dokum

en 

4,261,2

18.00 

1 

Dokum

en 

4,474,2

79.00 

1 

Dokum

en 

4,474,2

79.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

yang disusun 

1 Dokumen 1 

Dokum

en 

3,415,0

00.00 

1 

Dokume

n 

3,585,750.00 1 

Dokum

en 

3,765,0

38.00 

1 

Dokum

en 

3,953,2

89.00 

1 

Dokum

en 

4,150,9

54.00 

1 

Dokum

en 

4,150,9

54.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

DPA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

DPA-SKPD 

yang disusun 

1 Dokumen 1 

Dokum

en 

4,055,0

00.00 

1 

Dokume

n 

4,257,750.00 1 

Dokum

en 

4,470,6

38.00 

1 

Dokum

en 

4,694,1

69.00 

1 

Dokum

en 

4,928,8

78.00 

1 

Dokum

en 

4,928,8

78.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan 

DPA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

DPA-SKPD 

yang disusun 

1 Dokumen 1 

Dokum

en 

4,049,0

00.00 

1 

Dokume

n 

4,251,450.00 1 

Dokum

en 

4,464,0

23.00 

1 

Dokum

en 

4,687,2

24.00 

1 

Dokum

en 

4,921,5

85.00 

1 

Dokum

en 

4,921,5

85.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

yang disusun 

3 Laporan 3 

Lapora

n 

12,720,

000.00 

3 

Laporan 

13,356,000.00 3 

Lapora

n 

14,023,

800.00 

3 

Lapora

n 

14,724,

990.00 

3 

Lapora

n 

15,461,

240.00 

3 

Lapora

n 

15,461,

240.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

Laporan (CL) 

administrasi 

keuangan 

Perangkat 

Daerah sesuai 

aturan 

100 (%) 100 

(%) 

8,916,2

11,000.

00 

100 (%) 8,784,212,850.00 100 

(%) 

9,223,4

23,493.

00 

100 

(%) 

9,684,5

94,668.

00 

100 

(%) 

10,168,

824,400

.00 

100 

(%) 

10,168,

824,400

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Gaji dan 

Tunjangan 

Jumlah ASN 

yang 

dibayarkan 

55 Orang 55 

Orang 

8,841,9

60,000.

55 

Orang 

8,707,234,200.00 55 

Orang 

9,142,5

95,910.

55 

Orang 

9,599,7

25,706.

55 

Orang 

10,079,

711,991

55 

Orang 

10,079,

711,991

BPKAD 

Kota 

Kota 

Magel
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ASN gaji dan 

tunjangannya 

(dalam 1 

tahun) 

00 00 00 .00 .00 Magelang ang 

      Pelaksanaan 

Penatausahaa

n dan 

Pengujian/Veri

fikasi 

Keuangan 

SKPD 

Jumlah 

laporan 

keuangan (dan 

SPJ) yang 

disusun 

24 Laporan 24 

Lapora

n 

15,667,

000.00 

24 

Laporan 

16,450,350.00 24 

Lapora

n 

17,272,

868.00 

24 

Lapora

n 

18,136,

511.00 

24 

Lapora

n 

19,043,

336.00 

24 

Lapora

n 

19,043,

336.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwu

lanan/Semest

eran SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan / 

Semesteran 

SKPD yang 

disusun 

14 Laporan 18 

Lapora

n 

58,584,

000.00 

18 

Laporan 

60,528,300.00 18 

Lapora

n 

63,554,

715.00 

18 

Lapora

n 

66,732,

451.00 

18 

Lapora

n 

70,069,

073.00 

18 

Lapora

n 

70,069,

073.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

laporan (CL) 

administrasi 

kepegawaian 

PD sesuai 

aturan 

100 (%) 100 

(%) 

0.00 100 (%) 39,947,000.00 100 

(%) 

39,947,

000.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah 

kegiatan 

pameran hasil 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

2 Kegiatan 0 

Kegiata

n 

0.00 2 

Kegiata

n 

39,947,000.00 2 

Kegiata

n 

39,947,

000.00 

2 

Kegiata

n 

39,947,

000.00 

2 

Kegiata

n 

39,947,

000.00 

2 

Kegiata

n 

39,947,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

Ketersediaan 

(CK) 

administrasi 

umum 

Perangkat 

Daerah 

100 (%) 100 

(%) 

174,877

,000.00 

100 (%) 213,836,250.00 100 

(%) 

224,528

,063.00 

100 

(%) 

235,753

,716.00 

100 

(%) 

247,540

,753.00 

100 

(%) 

247,540

,753.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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      Penyediaan 

Komponen 

Instalasi Listrik 

/ Penerangan 

Bangunan 

Kantor 

 

Jumlah 

ruangan yang 

disediakan 

komponen 

instalasi 

listrik/ 

peneranganny

a 

17 Jenis 35 

Jenis 

6,000,0

00.00 

35 Jenis 6,300,000.00 35 

Jenis 

6,615,0

00.00 

35 

Jenis 

6,945,7

50.00 

35 

Jenis 

7,293,0

38.00 

35 

Jenis 

7,293,0

38.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah 

peralatan dan 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang 

disediakan 

0 Buah 0 Buah 0.00 4 Buah 1,500,000.00 4 Buah 1,575,0

00.00 

4 Buah 1,653,0

00.00 

4 Buah 1,735,0

00.00 

4 Buah 1,735,0

00.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah 

pegawai yang 

disediakan 

makan minum 

harian 

80 Orang 80 

Orang 

15,464,

000.00 

80 

Orang 

16,237,200.00 80 

Orang 

17,049,

060.00 

80 

Orang 

17,901,

513.00 

80 

Orang 

18,796,

589.00 

80 

Orang 

18,796,

589.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah dan 

jenis barang 

yang dicetak 

15 jenis 15 

jenis 

13,530,

000.00 

15 jenis 14,206,500.00 15 

jenis 

14,916,

825.00 

15 

jenis 

15,662,

666.00 

15 

jenis 

16,445,

800.00 

15 

jenis 

16,445,

800.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jenis bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

yang 

disediakan 

3 jenis 3 jenis 5,400,0

00.00 

3 jenis 5,670,000.00 3 jenis 5,953,5

00.00 

3 jenis 6,251,1

75.00 

3 jenis 6,563,7

34.00 

3 jenis 6,563,7

34.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Bahan/Materi

al 

Jenis 

bahan/materi

al kebersihan 

yang 

disediakan 

22 jenis 22 

jenis 

6,955,0

00.00 

25 jenis 7,302,750.00 25 

jenis 

7,667,8

88.00 

25 

jenis 

8,051,2

82.00 

25 

jenis 

8,453,8

46.00 

25 

jenis 

8,453,8

46.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Fasilitasi 

Kunjungan 

Jumlah 

kunjungan 

10 kunjungan 40 

kunjun

21,576, 50 

kunjung

22,654,800.00 60 

kunjun

23,787, 60 

kunjun

24,976, 60 

kunjun

26,225, 60 

kunjun

26,225, BPKAD 

Kota 

Kota 

Magel
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Tamu tamu yang 

difasilitasi 

gan 000.00 an gan 540.00 gan 917.00 gan 763.00 gan 763.00 Magelang ang 

      Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

Jumlah 

kegiatan rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

yang 

dilaksanakan 

36 Kegiatan 40 

Kegiata

n 

105,952

,000.00 

50 

Kegiata

n 

139,965,000.00 50 

Kegiata

n 

146,963

,250.00 

50 

Kegiata

n 

154,311

,413.00 

50 

Kegiata

n 

162,026

,983.00 

50 

Kegiata

n 

162,026

,983.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Cakupan 

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

(CPJP) Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

100 (%) 100 

(%) 

560,643

,000.00 

100 (%) 580,594,350.00 100 

(%) 

609,624

,068.00 

100 

(%) 

640,105

,271.00 

100 

(%) 

672,110

,535.00 

100 

(%) 

672,110

,535.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah surat 

yang dikelola 

2100 Surat 2100 

Surat 

81,587,

000.00 

3500 

Surat 

79,902,900.00 4000 

Surat 

83,898,

045.00 

4500 

Surat 

88,092,

947.00 

5000 

Surat 

92,497,

595.00 

5000 

Surat 

92,497,

595.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah jasa 

sumberdaya 

yang dibayar 

tiap bulan 

5 jenis 5 jenis 365,124

,000.00 

5 jenis 383,380,200.00 5 jenis 402,549

,210.00 

5 jenis 422,676

,671.00 

5 jenis 443,810

,504.00 

5 jenis 443,810

,504.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah 

pegawai Non 

ASN yang 

dibayarkan 

upah dan 

tunjangannya 

(dalam 1 

tahun) 

4 orang 4 

orang 

113,932

,000.00 

4 orang 117,311,250.00 4 

orang 

123,176

,813.00 

4 

orang 

129,335

,653.00 

4 

orang 

135,802

,436.00 

4 

orang 

135,802

,436.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Cakupan 

pengadaan 

barang milik 

daerah 

(CPBMD) 

penunjang 

urusan 

100 (%) 100 

(%) 

49,243,

000.00 

100 (%) 365,937,000.00 100 

(%) 

54,290,

000.00 

100 

(%) 

57,005,

000.00 

100 

(%) 

686,319

,000.00 

100 

(%) 

686,319

,000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Daerah pemerintahan 

daerah 

      Pengadaan 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan  

Jumlah 

kendaraan 

perorangan 

dinas/jabatan 

yang diadakan 

 0 unit 0 unit 0.00  1 unit 310,732,000.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00  1 unit 310,732

,000.00 

 1 unit 310,732

,000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

Jumlah 

kendaraan 

dinas 

operasional/la

pangan yang 

diadakan 

0 unit 0 unit 0.00 0 unit 0.00 1 unit 0.00  unit 0.00 1 unit 310,732

,000.00 

1 unit 310,732

,000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah 

peralatan dan 

mesin kantor 

yang diadakan 

10  unit 8 unit 49,243,

000.00 

8 unit 51,705,000.00 10 unit 54,290,

000.00 

12 unit 57,005,

000.00 

15 unit 59,855,

000.00 

15 unit 59,855,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pengadaan 

Aset Tak 

Berwujud 

Jumlah Lisensi 

Aplikasi Nitro 

PDF yang 

diadakan 

 0 Buah 0 Buah 0.00 1 Buah 3,500,000.00 0 Buah 0.00 0 Buah 0.00 1 Buah 5,000,0

00.00 

1 Buah 5,000,0

00.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Cakupan 

pemeliharaan 

barang milik 

daerah 

(CPBMD) 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

100 (%) 100 

(%) 

1,553,8

81,000.

00 

100 (%) 1,622,813,850.00 100 

(%) 

1,703,9

54,543.

00 

100 

(%) 

1,789,1

52,270.

00 

100 

(%) 

1,878,6

09,883.

00 

100 

(%) 

1,878,6

09,883.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas jabatan 

yang 

terpelihara 

24 Unit 24 Unit 211,616

,000.00 

25 Unit 222,196,800.00 25 Unit 233,306

,640.00 

25 Unit 244,971

,972.00 

25 Unit 257,220

,571.00 

25 Unit 257,220

,571.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

      Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

Jumlah 

kendaraan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

yang 

terpelihara 

63 Unit 63 Unit 382,973

,000.00 

64 Unit 401,245,950.00 64 Unit 421,308

,248.00 

64 Unit 442,373

,660.00 

64 Unit 464,492

,343.00 

64 Unit 464,492

,343.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang 

terpelihara 

15 jenis 16 

jenis 

70,306,

000.00 

16 jenis 73,821,300.00 16 

jenis 

77,512,

365.00 

16 

jenis 

81,387,

983.00 

16 

jenis 

85,457,

382.00 

16 

jenis 

85,457,

382.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Pemeliharaan 

Aset Tak 

Berwujud 

Jumlah Aset 

Tak Berwujud 

yang 

terpelihara 

3 Unit 3 Unit 144,000

,000.00 

3 Unit 151,200,000.00 3 Unit 158,760

,000.00 

3 Unit 166,698

,000.00 

3 Unit 175,032

,900.00 

3 Unit 175,032

,900.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya yang 

terpelihara 

atau 

direhabilitasi 

12 Bangunan 12 

Bangu

nan 

744,986

,000.00 

12 

Bangun

an 

774,349,800.00 12 

Bangu

nan 

813,067

,290.00 

12 

Bangu

nan 

853,720

,655.00 

12 

Bangu

nan 

896,406

,687.00 

12 

Bangu

nan 

896,406

,687.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  Mening

katnya 

kualitas 

pengelo

laan 

keuanga

n 

    Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

87.58% 89.76%   91.42%   91.42%   93.09%   93.09%   93.09%   BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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daerah 

        1. Persentase 

Dokumen 

Penganggaran 

Daerah yang 

tepat waktu 

100 % 100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

         2. Persentase 

pencairan 

belanja sesuai 

pengajuan 

80 % 80 %   85 %   85 %   90 %   90 %   90 %   BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        3. Pelaporan 

Keuangan 

sesuai SAP 

82.75% 89.28%   89.28%   89.28%   89.28%   89.28%   89.28%   BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Program 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

   (%)  (%) 33,042,

435,000

.00 

 (%) 33,075,150,650.00  (%) 33,628,

908,188

.00 

 (%) 34,185,

353,591

.00 

 (%) 34,244,

621,272

.00 

 (%) 34,244,

621,272

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

         

1. Persentase 

capaian 

pengelolaan 

keuangan 

daerah bidang 

anggaran  

100 % 100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

         

2. Persentase 

capaian 

pengelolaan 

keuangan 

daerah bidang 

perbendahara

an 

100 % 100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

         

3. Persentase 

capaian 

pengelolaan 

keuangan 

82.75% 100 %   100 %   100 %   100 %   89.28%   89.28%   BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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daerah bidang 

akuntansi 

      Kegiatan 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rencana 

Anggaran 

Daerah 

Persentase 

ketepatan 

waktu 

penyusunan 

rencana 

anggaran 

daerah 

100 (%) 100 

(%) 

490,098

,000.00 

100 (%) 508,017,300.00 100 

(%) 

533,418

,167.00 

100 

(%) 

560,089

,074.00 

100 

(%) 

588,093

,526.00 

100 

(%) 

588,093

,526.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

RKA-SKPD 

Jumlah 

dokumen  

RKA-SKPD 

28 dokumen 28 

dokum

en 

48,125,

000.00 

28 

dokume

n 

50,531,250.00 28 

dokum

en 

53,057,

813.00 

28 

dokum

en 

55,710,

703.00 

28 

dokum

en 

58,496,

238.00 

28 

dokum

en 

58,496,

238.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

Perubahan 

RKA-SKPD 

Jumlah RKPA-

SKPD 

28 dokumen 28 

dokum

en 

44,569,

000.00 

28 

dokume

n 

46,797,450.00 28 

dokum

en 

49,137,

323.00 

28 

dokum

en 

51,594,

189.00 

28 

dokum

en 

54,173,

898.00 

28 

dokum

en 

54,173,

898.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

DPA-SKPD 

Jumlah DPA 

SKPD yang 

terverifikasi 

28 dokumen 28 

dokum

en 

12,789,

000.00 

28 

dokume

n 

13,428,450.00 28 

dokum

en 

14,099,

873.00 

28 

dokum

en 

14,804,

866.00 

28 

dokum

en 

15,545,

109.00 

28 

dokum

en 

15,545,

109.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

Perubahan 

DPA-SKPD 

Jumlah 

Perubahan 

DPA SKPD 

yang 

terverifikasi 

28 dokumen 28 

dokum

en 

10,438,

000.00 

28 

dokume

n 

10,959,900.00 28 

dokum

en 

11,507,

895.00 

28 

dokum

en 

12,083,

290.00 

28 

dokum

en 

12,687,

454.00 

28 

dokum

en 

12,687,

454.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan 

Daerah 

tentang APBD 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Penjabaran 

APBD 

Jumlah Perda 

tentang APBD 

dan Perkada 

tentang 

Penjabaran 

APBD 

3 dokumen 3 

dokum

en 

149,674

,000.00 

3 

dokume

n 

150,572,100.00 3 

dokum

en 

158,100

,705.00 

3 

dokum

en 

166,005

,740.00 

3 

dokum

en 

174,306

,027.00 

3 

dokum

en 

174,306

,027.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan 

Daerah 

tentang 

Perubahan 

APBD dan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Penjabaran 

Perubahan 

APBD 

Jumlah Perda 

tentang 

Perubahan  

APBD dan 

Perkada 

tentang 

Penjabaran 

Perubahan 

APBD 

2 dokumen 2 

dokum

en 

120,990

,000.00 

2 

dokume

n 

127,039,500.00 2 

dokum

en 

133,391

,475.00 

2 

dokum

en 

140,061

,049.00 

2 

dokum

en 

147,064

,101.00 

2 

dokum

en 

147,064

,101.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Kegiatan 

Koordinasi dan 

Pengelolaan 

Perbendahara

an Daerah 

Persentase 

ketepatan 

waktu 

Pengelolaan 

Perbendahara

an Daerah 

100 % 100 % 239,394

,000.00 

100 % 245,063,700.00 100 % 257,316

,886.00 

100 % 270,182

,729.00 

100 % 283,691

,866.00 

100 % 283,691

,866.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penyiapan, 

Pelaksanaan 

Pengendalian 

dan 

Penerbitan 

Anggaran Kas 

dan SPD 

Jumlah 

dokumen 

anggaran kas 

dan SPD 

112 dokumen 112 

dokum

en 

10,560,

000.00 

112 

dokume

n 

11,088,000.00 112 

dokum

en 

11,642,

400.00 

112 

dokum

en 

12,224,

520.00 

112 

dokum

en 

12,835,

746.00 

112 

dokum

en 

12,835,

746.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Penatausahaa

n Pembiayaan 

Daerah 

jumlah 

laporan 

penerimaan 

dan 

pengeluaran 

pembiayaan 

daerah 

12 laporan 12 

lapora

n 

14,314,

000.00 

12 

laporan 

15,029,700.00 12 

lapora

n 

15,781,

185.00 

12 

lapora

n 

16,570,

244.00 

12 

lapora

n 

17,398,

756.00 

12 

lapora

n 

17,398,

756.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Koordinasi, 

Fasilitasi, 

Asistensi, 

Sinkronisasi, 

Supervisi, 

Monitoring 

dan Evaluasi 

jumlah 

laporan 

pengelolaan 

dana 

perimbangan 

dan dana 

transfer 

16 laporan 16 

lapora

n 

14,650,

000.00 

16 

laporan 

15,382,500.00 16 

lapora

n 

16,151,

625.00 

16 

lapora

n 

16,959,

206.00 

16 

lapora

n 

17,807,

167.00 

16 

lapora

n 

17,807,

167.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Pengelolaan 

Dana 

Perimbangan 

dan Dana 

Transfer 

Lainnya 

lainnya 

      Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Realisasi 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas Daerah, 

Laporan Aliran 

Kas, dan 

Pelaksanaan 

Pemungutan/

Pemotongan 

dan 

Penyetoran 

Perhitungan 

Fihak Ketiga 

(PFK) 

jumlah berita 

acara 

rekonsiliasi 

data pajak 

2 dokumen 2 

dokum

en 

43,841,

000.00 

2 

dokume

n 

39,733,050.00 2 

dokum

en 

41,719,

703.00 

2 

dokum

en 

43,805,

688.00 

2 

dokum

en 

45,995,

972.00 

2 

dokum

en 

45,995,

972.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Rekonsiliasi 

Data 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas serta 

Pemungutan 

dan 

Pemotongan 

Atas SP2D 

dengan 

Instansi 

Terkait 

jumlah 

laporan aliran 

kas 

12 laporan 12 

lapora

n 

129,499

,000.00 

12 

laporan 

135,973,950.00 12 

lapora

n 

142,772

,648.00 

12 

lapora

n 

149,911

,280.00 

12 

lapora

n 

157,406

,844.00 

12 

lapora

n 

157,406

,844.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Penyusunan 

Petunjuk 

Teknis 

Administrasi 

Keuangan 

yang Berkaitan 

dengan 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas serta 

Penatausahaa

n dan 

Pertanggungja

waban Sub 

Kegiatan 

Jumlah Perwal 

tentang 

Sistem dan 

Prosedur 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

1 dokumen 

1 

dokum

en 

26,530,

000.00 

1 

dokume

n 

27,856,500.00 

1 

dokum

en 

29,249,

325.00 

1 

dokum

en 

30,711,

791.00 

1 

dokum

en 

32,247,

381.00 

1 

dokum

en 

32,247,

381.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Kegiatan 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

Daerah 

Persentase 

Pelaporan  

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Sesuai 

Ketentuan 

82.75% 89.28% 
312,943

,000.00 
89.28% 322,069,650.00 89.28% 

338,173

,135.00 
89.28% 

355,081

,788.00 
89.28% 

372,835

,880.00 
89.28% 

372,835

,880.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Rekonsiliasi 

dan Verifikasi 

Aset, 

Kewajiban, 

Ekuitas, 

Pendapatan, 

Belanja, 

Pembiayaan, 

Pendapatan-

LO dan Beban 

Jumlah Berita 

Acara hasil 

rekonsiliasi 

103 dokumen 

103 

dokum

en 

39,043,

000.00 

102 

dokume

n 

40,501,650.00 

102 

dokum

en 

42,526,

733.00 

102 

dokum

en 

44,653,

069.00 

102 

dokum

en 

46,885,

723.00 

102 

dokum

en 

46,885,

723.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Konsolidasi 

Laporan 

Keuangan 

SKPD, BLUD 

dan Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

jumlah 

laporan 

konsolidasi 

bulanan 

12 laporan 

12 

lapora

n 

33,779,

000.00 

12 

laporan 
34,974,450.00 

12 

lapora

n 

36,723,

173.00 

12 

lapora

n 

38,559,

331.00 

12 

lapora

n 

40,487,

298.00 

12 

lapora

n 

40,487,

298.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Daerah 

      

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rancangan 

Peraturan 

Daerah 

tentang 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD Provinsi 

dan 

Rancangan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Penjabaran 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD 

Kabupaten/Ko

ta 

jumlah 

Raperda 

tentang 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD dan 

Raperwal 

Penjabaran 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD 

2 dokumen 

2 

dokum

en 

102,426

,000.00 

2 

dokume

n 

107,547,300.00 

2 

dokum

en 

112,924

,665.00 

2 

dokum

en 

118,570

,898.00 

2 

dokum

en 

124,499

,443.00 

2 

dokum

en 

124,499

,443.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penyusunan 

Analisis 

Laporan 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD 

jumlah 

laporan 

prognosis 

1 laporan 

1 

lapora

n 

16,794,

000.00 

1 

laporan 
17,633,700.00 

1 

lapora

n 

18,515,

385.00 

1 

lapora

n 

19,441,

154.00 

1 

lapora

n 

20,413,

212.00 

1 

lapora

n 

20,413,

212.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Penyusunan 

Kebijakan dan 

Panduan 

Teknis 

Operasional 

Penyelenggara

an Akuntansi 

Pemerintah 

Daerah 

Jumlah 

Raperwal 

tentang Bagan 

Akun Standar 

dan Kebijakan 

Akuntansi 

0 dokumen 

1 

dokum

en 

39,357,

000.00 

1 

dokume

n 

40,831,350.00 

1 

dokum

en 

42,872,

918.00 

1 

dokum

en 

45,016,

563.00 

1 

dokum

en 

47,267,

392.00 

1 

dokum

en 

47,267,

392.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penyusunan 

Sistem dan 

Prosedur 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Jumlah 

Raperwal 

tentang 

Sistem dan 

Prosedur 

akuntansi 

1 dokumen 

1 

dokum

en 

9,767,0

00.00 

1 

dokume

n 

10,255,350.00 

1 

dokum

en 

10,768,

118.00 

1 

dokum

en 

11,306,

523.00 

1 

dokum

en 

11,871,

850.00 

1 

dokum

en 

11,871,

850.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pembinaan 

Akuntansi, 

Pelaporan dan 

Pertanggungja

waban 

Pemerintah 

Kabupaten/Ko

ta 

Jumlah 

laporan 

pembinaan 

4 laporan 

4 

lapora

n 

71,777,

000.00 

4 

laporan 
70,325,850.00 

4 

lapora

n 

73,842,

143.00 

4 

lapora

n 

77,534,

250.00 

4 

lapora

n 

81,410,

962.00 

4 

lapora

n 

81,410,

962.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Kegiatan 

Penunjang 

Urusan 

Kewenangan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Persentase 

Pengelolaan 

Dana Darurat 

dan Mendesak 

yang sesuai 

dengan 

ketentuan 

yang berlaku 

100 % 100 % 

32,000,

000,000

.00 

100 % 32,000,000,000.00 100 % 

32,500,

000,000

.00 

100 % 

33,000,

000,000

.00 

100 % 

33,000,

000,000

.00 

100 % 

33,000,

000,000

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pengelolaan 

Dana Darurat 

dan Mendesak 

Jumlah 

laporan 

pengelolaan 

dana darurat 

dan mendesak  

12 laporan 

12 

lapora

n 

32,000,

000,000

.00 

12 

laporan 
32,000,000,000.00 

12 

lapora

n 

32,500,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

33,000,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

33,000,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

33,000,

000,000

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 



  

121 

 

  

Mening

katnya 

kualitas 

pengelo

laan 

aset 

daerah 

    

Akuntabilitas 

Penatausahaa

n Barang Milik 

Daerah 

86.02% 89.77%   90.75%   92.63%   94.28%   94.64%   94.64%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

1. rasio jumlah 

pemanfaatan 

BMD terhadap 

potensi 

pemanfaatan 

BMD 

94.57% 95.74%   96.45%   97.16%   98.58%   100 %   100 %   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

2. Rasio 

pensertifikata

n tanah 

84.00% 91.92%   95.15%   98.38%   100 %   100 %   100 %   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

3. Persentase 

pengumpulan 

usulan RKBMD 

secara benar 

dan tepat 

waktu 

82.75% 85.71%   85.71%   89.28%   89.28%   89.28%   89.28%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

4.Persentase 

pengumpulan 

Laporan BMD 

yang benar 

dan tepat 

waktu 

82.75% 85.71%   85.71%   85.71%   89.28%   89.28%   89.28%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Program 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Cakupan 

pengelolaan 

barang milik 

daerah 

82.75% 85.71% 

2,326,2

39,000.

00 

85.71% 2,437,624,350.00 85.71% 

2,559,5

05,571.

00 

89.28% 

2,687,4

80,846.

00 

89.28% 

2,821,8

54,888.

00 

89.28% 

2,821,8

54,888.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Kegiatan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

OPD yang 

Melaporkan 

BMDnya 

82.75% 85.71% 

1,258,0

05,000.

00 

85.71% 1,317,949,500.00 85.71% 

1,383,8

46,977.

00 

89.28% 

1,453,0

39,324.

00 

89.28% 

1,525,6

91,290.

00 

89.28% 

1,525,6

91,290.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Penyusunan 

Standar Harga 

Jumlah perwal 

standarisasi 

harga dan 

biaya 

0 dokumen 

2 

dokum

en 

37,655,

000.00 

2 

dokume

n 

39,537,750.00 

2 

dokum

en 

41,514,

638.00 

2 

dokum

en 

43,590,

369.00 

2 

dokum

en 

45,769,

888.00 

2 

dokum

en 

45,769,

888.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

dokumen 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah 

7 dokumen 

7 

dokum

en 

28,618,

000.00 

7 

dokume

n 

30,048,900.00 

7 

dokum

en 

31,551,

345.00 

7 

dokum

en 

33,128,

912.00 

7 

dokum

en 

34,785,

358.00 

7 

dokum

en 

34,785,

358.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

 

Penyusunan 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

 

Jumlah 

Pedoman 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

0 dokumen 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokume

n 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penatausahaa

n Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan 

Penatausahaa

n Barang Milik 

Daerah 

1 laporan 

1 

lapora

n 

183,954

,000.00 

1 

laporan 
191,180,850.00 

1 

lapora

n 

200,739

,893.00 

1 

lapora

n 

210,776

,887.00 

1 

lapora

n 

221,315

,731.00 

1 

lapora

n 

221,315

,731.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Inventarisasi 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

dokumen 

inventarisasi 

BMD 

1 dokumen 

1 

dokum

en 

58,756,

000.00 

1 

dokume

n 

61,693,800.00 

1 

dokum

en 

64,778,

490.00 

1 

dokum

en 

68,017,

415.00 

1 

dokum

en 

71,418,

285.00 

1 

dokum

en 

71,418,

285.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pengamanan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

laporan 

pengamanan 

Barang Milik 

Daerah 

1 laporan 

1 

lapora

n 

383,872

,000.00 

1 

laporan 
403,065,600.00 

1 

lapora

n 

423,218

,880.00 

1 

lapora

n 

444,379

,824.00 

1 

lapora

n 

466,598

,815.00 

1 

lapora

n 

466,598

,815.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penilaian 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Penilaian 

Barang Milik 

Daerah 

6 laporan 

6 

lapora

n 

300,575

,000.00 

6 

laporan 
315,603,750.00 

6 

lapora

n 

331,383

,938.00 

6 

lapora

n 

347,953

,134.00 

6 

lapora

n 

365,350

,791.00 

6 

lapora

n 

365,350

,791.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtang

anan, 

Pemusnahan, 

dan 

Penghapusan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan 

kegiatan 

usulan 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtang

anan, 

Pemusnahan, 

dan 

Penghapusan 

Barang Milik 

Daerah 

7 laporan 

7 

lapora

n 

74,804,

000.00 

7 

laporan 
78,544,200.00 

7 

lapora

n 

82,471,

410.00 

7 

lapora

n 

86,594,

981.00 

7 

lapora

n 

90,924,

730.00 

7 

lapora

n 

90,924,

730.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Rekonsiliasi 

dalam rangka 

Penyusunan 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah BA 

Rekonsiliasi 

Kegiatan  

Barang Milik 

Daerah OPD 

yang 

 mutakhir 

1 dokumen 

0 

dokum

en 

0.00 

 

dokume

n 

0.00 

 

dokum

en 

0.00 

 

dokum

en 

0.00 

 

dokum

en 

0.00 

 

dokum

en 

0.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penyusunan 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah 

14 laporan 

14 

lapora

n 

145,546

,000.00 

14 

laporan 
151,838,400.00 

14 

lapora

n 

159,430

,320.00 

14 

lapora

n 

167,401

,836.00 

14 

lapora

n 

175,771

,928.00 

14 

lapora

n 

175,771

,928.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pembinaan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Ko

ta 

Jumlah 

laporan hasil 

pembinaan 

pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

4 laporan 

4 

lapora

n 

44,225,

000.00 

4 

laporan 
46,436,250.00 

4 

lapora

n 

48,758,

063.00 

4 

lapora

n 

51,195,

966.00 

4 

lapora

n 

53,755,

764.00 

4 

lapora

n 

53,755,

764.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  

Mening

katnya 

Pendap

atan 

Daerah 

    

Rasio 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

26.56% 26.05%   25.24%   25.80%   26.37%   26.37%   26.37%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Program 

Pengelolaan 

Persentase 

peningkatan 

100 % 
104.18

1,836,4

54,000.
110.05

1,985,280,750.00 
115.46

2,081,3

94,288.
121.14

2,179,2

14,202.
124.36

2,280,9

75,063.
124.36

2,280,9

75,063.

BPKAD 

Kota 

Kota 

Magel
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Pendapatan 

Daerah 

pendapatan 

asli daerah 

% 00 % % 00 % 00 % 00 % 00 Magelang ang 

      

Kegiatan 

Pengelolaan 

pendapatan 

Daerah 

Persentase 

realisasi 

Pendapatan 

Asli Daerah 

120.93% 100 % 

1,836,4

54,000.

00 

100 % 1,985,280,750.00 100 % 

2,081,3

94,288.

00 

100 % 

2,179,2

14,202.

00 

100 % 

2,280,9

75,063.

00 

100 % 

2,280,9

75,063.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Perencanaan 

pengelolaan 

pajak daerah 

Jumlah 

Laporan 

kegiatan 

perencanaan 

pengelolaan 

pajak daerah 

1 laporan 

1 

lapora

n 

1,174,2

97,000.

00 

1 

laporan 
1,230,549,600.00 

1 

lapora

n 

1,292,0

77,080.

00 

1 

lapora

n 

1,356,6

80,934.

00 

1 

lapora

n 

1,424,5

14,981.

00 

1 

lapora

n 

1,424,5

14,981.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penyuluhan 

dan 

Penyebarluasa

n Kebijakan 

Pajak Daerah 

Jumlah 

laporan 

penyuluhan 

kebijakan 

pajak daerah 

4 laporan 

4 

lapora

n 

22,084,

000.00 

1 

laporan 
23,188,200.00 

1 

lapora

n 

24,347,

610.00 

1 

lapora

n 

25,564,

991.00 

1 

lapora

n 

26,843,

240.00 

1 

lapora

n 

26,843,

240.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pengelolaan 

Pajak Daerah 

jumlah 

Laporan SIM 

Pendapatan 

Daerah 

4 laporan  

0 

lapora

n  

0.00 
0 

laporan  
0.00 

0 

lapora

n  

0.00 

0 

lapora

n  

0.00 

0 

lapora

n  

0.00 

0 

lapora

n  

0.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pengolahan, 

Pemeliharaan, 

dan Pelaporan 

Basis Data 

Pajak Daerah 

Jumlah Peta  

dan Data 

Objek Pajak 

PBB yang 

terupdate 

17 peta objek 

pajak PBB 

17 

peta 

objek 

pajak 

PBB 

82,362,

000.00 

17 peta 

objek 

pajak 

PBB 

86,480,100.00 

17 

peta 

objek 

pajak 

PBB 

90,804,

105.00 

17 

peta 

objek 

pajak 

PBB 

95,344,

310.00 

17 

peta 

objek 

pajak 

PBB 

100,111

,526.00 

17 

peta 

objek 

pajak 

PBB 

100,111

,526.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penilaian 

Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan 

(PBBP2) serta 

Bea Perolehan 

Hak atas 

Tanah dan 

Bangunan 

Jumlah 

Laporan 

Penilaian 

PBBP2 

20 laporan 

0 

lapora

n 

  
0 

laporan 
  

0 

lapora

n 

  

0 

lapora

n 

  

0 

lapora

n 

  

0 

lapora

n 

  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Jumlah 

dokumen 

BPHTB yang 

tervalidasi 

800 dokumen 

800 

dokum

en 

31,958,

000.00 

800 

dokume

n 

33,555,900.00 

800 

dokum

en 

35,233,

695.00 

800 

dokum

en 

36,995,

380.00 

800 

dokum

en 

38,845,

149.00 

800 

dokum

en 

38,845,

149.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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(BPHTB) 

      

Penetapan 

Wajib Pajak 

Daerah 

Jumlah berkas 

SPPT PBBP2 
36000 berkas 

36500 

berkas 

71,717,

000.00 

36500 

berkas 
79,302,850.00 

36500 

berkas 

85,067,

993.00 

36500 

berkas 

88,021,

392.00 

36500 

berkas 

90,172,

462.00 

36500 

berkas 

90,172,

462.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Penelitian dan 

Verifikasi Data 

Pelaporan 

Pajak Daerah 

Jumlah 

Laporan 

Realisasi 

pendapatan 

dan laporan 

realisasi per 

jenis Pajak 

12 laporan 

12 

lapora

n 

9,898,0

00.00 

12 

laporan 
10,392,900.00 

12 

lapora

n 

10,912,

545.00 

12 

lapora

n 

11,458,

172.00 

12 

lapora

n 

12,031,

081.00 

12 

lapora

n 

12,031,

081.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      
Penagihan 

Pajak Daerah 

Jenis laporan 

penagihan 
10 jenis 

10 

jenis 

348,034

,000.00 
10 jenis 365,435,700.00 

10 

jenis 

383,707

,485.00 

10 

jenis 

402,892

,859.00 

10 

jenis 

423,037

,502.00 

10 

jenis 

423,037

,502.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      
Pengendalian, 

Pemeriksaan 

dan 

Pengawasan 

Pajak Daerah 

Jumlah 

Laporan 

tunggakan 

Wajib Pajak 

12 laporan 

12 

lapora

n 

18,710,

000.00 

12 

laporan 
19,645,500.00 

12 

lapora

n 

20,627,

775.00 

12 

lapora

n 

21,659,

164.00 

12 

lapora

n 

22,742,

122.00 

12 

lapora

n 

22,742,

122.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Jumlah 

laporan 

pemeriksaan 

wajib pajak 

0 laporan 

1 

lapora

n 

  
10 

laporan 
99,000,000.00 

10 

lapora

n 

99,000,

000.00 

10 

lapora

n 

99,000,

000.00 

10 

lapora

n 

99,000,

000.00 

10 

lapora

n 

99,000,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pengelolaan 

Retribusi 

Daerah 

Jumlah 

laporan 

evaluasi 

capaian target 

pendapatan 

4 laporan 

4 

lapora

n 

19,434,

000.00 

4 

laporan 
20,405,000.00 

4 

lapora

n 

21,425,

000.00 

4 

lapora

n 

22,497,

000.00 

4 

lapora

n 

23,622,

000.00 

4 

lapora

n 

23,622,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

Jumlah 

Raperda 

tentang 

Retribusi 

Daerah dan 

Raperwal 

0 dokumen 

3 

dokum

en 

57,960,

000.00 

1 

dokume

n 

17,325,000.00 

1 

dokum

en 

18,191,

000.00 

1 

dokum

en 

19,100,

000.00 

1 

dokum

en 

20,055,

000.00 

1 

dokum

en 

20,055,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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tentang 

Retribusi 

Daerah serta 

Laporan 

pembinaan 

retribusi 

Setelah Perubahan 

Meningkatn

ya kualitas 

pengelolaan 

Keuangan 

dan Barang 

Milik 

Daerah 

      Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah dan 

Barang Milik 

Daerah 

89,27(

%) 

89,76(%

) 

47.426.

255.000

,00 

91,09(

%) 

48.021.

953.500

,00 

92,03(

%) 

48.987.

959.487

,00 

93,69(

%) 

50.304.

110.050

,00 

93,87(

%) 

51.786.

581.456

,00 

93,87(

%) 

51.786.

581.456

,00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  Mening

katnya 

pelayan

an 

Perangk

at 

Daerah 

yang 

berkuali

tas 

    Persentase 

Pelayanan 

Internal 

Perangkat 

Daerah yang 

berkualitas 
100% 100% 

 

100% 

 

100%  

 

100% 

 

100%  

 

100%  

 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Ko

ta 

Tingkat 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

(TPK) 

perencanaan 

penganggaran 

dan evaluasi 

kinerja, 

administrasi 

keuangan, 

administrasi 

kepegawaian, 

administrasi 

umum, 

100 

(%) 
100(%) 

11.289.

361.000

,00 

100(%) 

11.643.

572.600

,00 

100(%) 

11.893.

810.034

,00 

100(%) 

12.486.

502.933

,00 

100(%) 

13.735.

293.831

,00 

100(%) 

13.735.

293.831

,00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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penyediaan 

jasa 

penunjang 

urusan 

Pemda, serta 

pemeliharaan 

BMD OPD dan 

Barang 

Pengelola 

penunjang 

urusan Pemda 

sesuai 

ketentuan. 

  

  

 5.02.01.2.01 Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

ketersediaan 

(CK) dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

dan evaluasi 

kinerja PD 

100 

(%) 
100 (%) 

34.506.

000,00 

100 

(%) 

36.231.

300,00 

100 

(%) 

38.042.

867,00 

100 

(%) 

39.945.

008,00 

100 

(%) 

41.942.

260,00 

100 

(%) 

41.942.

260,00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.01.0

1 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah  

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

3 

Dokum

en 

3 

Dokume

n 

6,586,0

00.00 

2 

Dokum

en 

6,915,3

00.00 

3 

Dokum

en 

7,261,0

65.00 

2 

Dokum

en 

7,624,1

18.00 

2 

Dokum

en 

8,005,3

24.00 2 

Dokum

en 

8,005,3

24.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.01.0

2 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

RKA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

RKA-SKPD 

1 

Dokum

en 

1 

Dokume

n 

3,681,0

00.00 

1 

Dokum

en 

3,865,0

50.00 

1 

Dokum

en 

4,058,3

03.00 

1 

Dokum

en 

4,261,2

18.00 

1 

Dokum

en 

4,474,2

79.00 

1 

Dokum

en 

4,474,2

79.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.01.0

3 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

1 

Dokum

en 

1 

Dokume

n 

3,415,0

00.00 

1 

Dokum

en 

3,585,7

50.00 

1 

Dokum

en 

3,765,0

38.00 

1 

Dokum

en 

3,953,2

89.00 

1 

Dokum

en 

4,150,9

54.00 
1 

Dokum

en 

4,150,9

54.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

     5.02.01.2.01.0

4 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

DPA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

DPA-SKPD 

1 

Dokum

en 

1 

Dokume

n 

4,055,0

00.00 

1 

Dokum

en 

4,257,7

50.00 

1 

Dokum

en 

4,470,6

38.00 

1 

Dokum

en 

4,694,1

69.00 

1 

Dokum

en 

4,928,8

78.00 

1 

Dokum

en 

4,928,8

78.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.01.0

5 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan 

DPA-SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan 

DPA-SKPD 

1 

Dokum

en 

1 

Dokume

n 

4,049,0

00.00 

1 

Dokum

en 

4,251,4

50.00 

1 

Dokum

en 

4,464,0

23.00 

1 

Dokum

en 

4,687,2

24.00 

1 

Dokum

en 

4,921,5

85.00 

1 

Dokum

en 

4,921,5

85.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.01.0

6 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

3 

Lapora

n 

3 

Laporan 

12,720,

000.00 

3 

Lapora

n 

13,356,

000.00 

3 

Lapora

n 

14,023,

800.00 

3 

Lapora

n 

14,724,

990.00 

3 

Lapora

n 

15,461,

240.00 

3 

Lapora

n 

15,461,

240.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.02 Administrasi 

Keuangan 

Cakupan 

Laporan (CL) 100 
100 (%) 8,916,2

11,000.
100 

8,784,2

12,850.
100 

9,223,4

23,493.
100 

9,684,5

94,668.
100 

10,168,

824,400 100 
10,168,

824,400

BPKAD 

Kota 

Kota 

Magel



  

129 

 

Perangkat 

Daerah 

administrasi 

keuangan 

Perangkat 

Daerah sesuai 

aturan 

(%) 00 (%) 00 (%) 00 (%) 00 (%) .00 (%) .00 Magelang ang 

     5.02.01.2.02 Penyediaan 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang 

yang 

Menerima Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

55 

Orang/

bulan 

55 

Orang/b

ulan 

8,841,9

60,000.

00 

55 

Orang/

bulan 

8,707,2

34,200.

00 

55 

Orang/

bulan 

9,142,5

95,910.

00 

55 

Orang/

bulan 

9,599,7

25,706.

00 

55 

Orang/

bulan 

10,079,

711,991

.00 

55 

Orang/

bulan 

10,079,

711,991

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.02.0

3 

Pelaksanaan 

Penatausahaa

n dan 

Pengujian/Veri

fikasi 

Keuangan 

SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Penatausahaa

n dan 

Pengujian/Veri

fikasi 

Keuangan 

SKPD 

24 

dokum

en 

24 

dokume

n 

15,667,

000.00 

24 

dokum

en 

16,450,

350.00 

24 

dokum

en 

17,272,

868.00 

24 

dokum

en 

18,136,

511.00 

24 

dokum

en 

19,043,

336.00 

24 

dokum

en 

19,043,

336.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.02.0

3 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwu

lanan/Semest

eran SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwu

lanan/Semest

eran SKPD 

18 

Lapora

n 

18 

Laporan 

58,584,

000.00 

18 

Lapora

n 

60,528,

300.00 

18 

Lapora

n 

63,554,

715.00 

18 

Lapora

n 

66,732,

451.00 

18 

Lapora

n 

70,069,

073.00 

18 

Lapora

n 

70,069,

073.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.05 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

laporan (CL) 

administrasi 

kepegawaian 

PD sesuai 

aturan 

100 

(%) 
100 (%) 0.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

100 

(%) 

39,947,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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      5.02.01.2.05.

10 

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah Orang 

yang 

Mengikuti 

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

55 

Orang 

0 

Kegiata

n 

0.00 
55 

Orang 

39,947,

000.00 

55 

Orang 

39,947,

000.00 

55 

Orang 

39,947,

000.00 

55 

Orang 

39,947,

000.00 

55 

Orang 

39,947,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06 Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

Ketersediaan 

(CK) 

administrasi 

umum 

Perangkat 

Daerah 

100 

(%) 
100 (%) 

174,877

,000.00 

100 

(%) 

213,836

,250.00 

100 

(%) 

224,528

,063.00 

100 

(%) 

235,753

,716.00 

100 

(%) 

247,540

,753.00 

100 

(%) 

247,540

,753.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

1 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi Listrik 

/ Penerangan 

Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

35 

Paket 

35 

Paket 

6,000,0

00.00 

35 

Paket 

6,300,0

00.00 

35 

Paket 

6,615,0

00.00 

35 

Paket 

6,945,7

50.00 

35 

Paket  

7,293,0

38.00 

35 

Paket 

7,293,0

38.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

2 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

0 Paket 0 Paket 0.00 4 Paket 
1,500,0

00.00 
4 Paket 

1,575,0

00.00 
4 Paket 

1,653,0

00.00 
4 Paket 

1,735,0

00.00 

4 Paket 
1,735,0

00.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

4 

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

80 

Paket 

80 

Paket 

15,464,

000.00 

80 

Paket 

16,237,

200.00 

80 

Paket 

17,049,

060.00 

80 

Paket 

17,901,

513.00 

80 

Paket 

18,796,

589.00 80 

Paket 

18,796,

589.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

5 

Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

Disediakan 

15 

Paket 

15 

Paket 

13,530,

000.00 

15 

Paket 

14,206,

500.00 

15 

Paket 

14,916,

825.00 

15 

Paket 

15,662,

666.00 

15 

Paket 

16,445,

800.00 

15 

Paket 

16,445,

800.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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     5.02.01.2.06.0

6 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah 

Dokumen 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

Undangan 

yang 

Disediakan 

3 

Dokum

en 

3 

Dokume

n 

5,400,0

00.00 

3 

Dokum

en 

5,670,0

00.00 

3 

Dokum

en 

5,953,5

00.00 

3 

Dokum

en 

6,251,1

75.00 

3 

Dokum

en 

6,563,7

34.00 

3 

Dokum

en 

6,563,7

34.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

6 

Penyediaan 

Bahan/Materi

al 

Jumlah Paket 

Bahan/Materi

al yang 

Disediakan 

22 

Paket 

22 

Paket 

6,955,0

00.00 

25 

Paket 

7,302,7

50.00 

25 

Paket 

7,667,8

88.00 

25 

Paket 

8,051,2

82.00 

25 

Paket 

8,453,8

46.00 25 

Paket 

8,453,8

46.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

8 

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

Jumlah 

Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

40 

Lapora

n 

40 

Laporan 

21,576,

000.00 

50 

Lapora

n 

22,654,

800.00 

60 

Lapora

n 

23,787,

540.00 

60 

Lapora

n 

24,976,

917.00 

60 

Lapora

n 

26,225,

763.00 60 

Lapora

n 

26,225,

763.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

8 

Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

36 

Lapora

n 

40 

Laporan 

105,952

,000.00 

50 

Lapora

n 

139,965

,000.00 

50 

Lapora

n 

146,963

,250.00 

50 

Lapora

n 

154,311

,413.00 

50 

Lapora

n 

162,026

,983.00 

50 

Lapora

n 

162,026

,983.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.06.0

8 

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Cakupan 

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

(CPJP) Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

100 

(%) 
100 (%) 

560,643

,000.00 

100 

(%) 

580,594

,350.00 

100 

(%) 

609,624

,068.00 

100 

(%) 

640,105

,271.00 

100 

(%) 

672,110

,535.00 

100 

(%) 

672,110

,535.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.08.0

1 

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

2100 

Lapora

n 

2100 

Laporan 

81,587,

000.00 

3500 

Lapora

n 

79,902,

900.00 

4000 

Lapora

n 

83,898,

045.00 

4500 

Lapora

n 

88,092,

947.00 

5000 

Lapora

n 

92,497,

595.00 5000 

Lapora

n 

92,497,

595.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.08.0 Penyediaan 

Jasa 

Jumlah 

Laporan 
5 

Lapora
5 365,124

5 

Lapora
383,380

5 

Lapora
402,549

5 

Lapora
422,676

5 

Lapora

443,810 5 

Lapora
443,810

BPKAD 

Kota 

Kota 

Magel
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2 Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang 

Disediakan 

n Laporan ,000.00 n ,200.00 n ,210.00 n ,671.00 n ,504.00 n ,504.00 Magelang ang 

     5.02.01.2.08.0

2 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang 

Disediakan 

12 

Lapora

n 

12 

Laporan 

113,932

,000.00 

12 

Lapora

n 

117,311

,250.00 

12 

Lapora

n 

123,176

,813.00 

12 

Lapora

n 

129,335

,653.00 

12 

Lapora

n 

135,802

,436.00 

12 

Lapora

n 

135,802

,436.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.07 Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Cakupan 

pengadaan 

barang milik 

daerah 

(CPBMD) 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

100 

(%) 
100 (%) 

49,243,

000.00 

100 

(%) 

365,937

,000.00 

100 

(%) 

54,290,

000.00 

100 

(%) 

57,005,

000.00 

100 

(%) 

686,319

,000.00 

100 

(%) 

686,319

,000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      Pengadaan 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Unit 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang 

Disediakan 

0 unit 0 unit 0.00 1 unit 
310,732

,000.00 
0 unit 0.00 0 unit 0.00 1 unit 

310,732

,000.00 

1 unit 
310,732

,000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.07.0

2 

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

Jumlah Unit 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

yang 

Disediakan 

1 unit 0 unit 0.00 0 unit 0.00 1 unit 0.00 unit 0.00 1 unit 

310,732

,000.00 

1 unit 
310,732

,000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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     5.02.01.2.07.0

6 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang 

Disediakan 

36 unit 8 unit 
49,243,

000.00 
8 unit 

51,705,

000.00 
10 unit 

54,290,

000.00 
12 unit 

57,005,

000.00 
15 unit 

59,855,

000.00 

15 unit 
59,855,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

      

Pengadaan 

Aset Tak 

Berwujud 

Jumlah Unit 

Aset Tak 

Berwujud 

yang 

Disediakan 

0 unit 0 unit 0.00 1 unit 
3,500,0

00.00 
0 unit 0.00 0 unit 0.00 1 unit 

5,000,0

00.00 

1 unit 
5,000,0

00.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.09 Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Cakupan 

pemeliharaan 

barang milik 

daerah 

(CPBMD) 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

100 

(%) 
100 (%) 

1,553,8

81,000.

00 

100 

(%) 

1,622,8

13,850.

00 

100 

(%) 

1,703,9

54,543.

00 

100 

(%) 

1,789,1

52,270.

00 

100 

(%) 

1,878,6

09,883.

00 

100 

(%) 

1,878,6

09,883.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.09.0

1 

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya 

24 Unit 24 Unit 
211,616

,000.00 
25 Unit 

222,196

,800.00 
25 Unit 

233,306

,640.00 
25 Unit 

244,971

,972.00 
25 Unit 

257,220

,571.00 

25 Unit 
257,220

,571.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.09.0

2 

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajak dan 

63 Unit 63 Unit 
382,973

,000.00 
64 Unit 

401,245

,950.00 
64 Unit 

421,308

,248.00 
64 Unit 

442,373

,660.00 
64 Unit 

464,492

,343.00 

64 Unit 
464,492

,343.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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atau Lapangan Perizinannya 

     5.02.01.2.09.0

6 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang 

Dipelihara 

16 Unit 16 Unit 
70,306,

000.00 
16 Unit 

73,821,

300.00 
16 Unit 

77,512,

365.00 
16 Unit 

81,387,

983.00 
16 Unit 

85,457,

382.00 

16 Unit 
85,457,

382.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.09.0

8 

Pemeliharaan 

Aset Tak 

Berwujud 

Jumlah Aset 

Tak Berwujud 

yang 

Dipelihara 

3 Unit 3 Unit 
144,000

,000.00 
3 Unit 

151,200

,000.00 
3 Unit 

158,760

,000.00 
3 Unit 

166,698

,000.00 
3 Unit 

175,032

,900.00 
3 Unit 

175,032

,900.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.01.2.09.0

8 

Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara 

/Direhabilitasi 

12 Unit 12 Unit 
744,986

,000.00 
12 Unit 

774,349

,800.00 
12 Unit 

813,067

,290.00 
12 Unit 

853,720

,655.00 
12 Unit 

896,406

,687.00 

12 Unit 
896,406

,687.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  Mening

katnya 

kualitas 

pengelo

laan 

keuanga

n 

daerah 

    Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

89,76% 89,76%   91,43%   91,43%   93,10%   93,10%   93,10%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02 Program 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

    

  

33,042,

435,000

.00 

  

33,075,

150,650

.00 

  

33,628,

908,188

.00 

  

34,185,

353,591

.00 

  

34,244,

621,272

.00 

0.00 

34,244,

621,272

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        1. Persentase 

capaian 

pengelolaan 

keuangan 

daerah bidang 

anggaran  

100,00

% 

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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        2. Persentase 

capaian 

pengelolaan 

keuangan 

daerah bidang 

perbendahara

an 

100,00

% 

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

100,00

% 
  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        2. Persentase 

capaian 

pengelolaan 

keuangan 

daerah bidang 

akuntansi 

82,76% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    5.02.02.2.01 Kegiatan 

Koordinasi 

dan 

Penyusunan 

Rencana 

Anggaran 

Daerah 

Presentase 

Penganggaran 

sesuai 

ketentuan 88,33% 97,33% 
466.871

.000,00 
98,00% 

483.628

.950,00 
98,33% 

507.810

.399,00 
98,67% 

533.200

.918,00 
99,33% 

559.860

.963,00 
99,33% 

559.860

.963,00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        1. Persentase 

anggaran 

sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%       

        2. Persentase 

konsistensi 

sub kegiatan  

diluar regulasi 

dalam  

tahapan 

proses 

penganggaran  

90% 92%   94%   95%   96%   98%   99%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        3. Persentase 

rancangan 

dokumen 

penganggaran 

yang tepat 

waktu 

75% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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     5.02.02.2.01 Koordinasi dan 

Penyusunan 

KUA dan PPAS 

Jumlah 

Dokumen KUA 

dan PPAS yang 

Disusun 

2 

dokum

en 

2 

dokume

n 

54,937,

000.00 

2 

dokum

en 

57,683,

850.00 

2 

dokum

en 

60,568,

043.00 

2 

dokum

en 

63,596,

445.00 

2 

dokum

en 

66,776,

267.00 

2 

dokum

en 

66,776,

267.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

2 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan 

KUA dan 

Perubahan 

PPAS 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

KUA dan 

Perubahan 

PPAS yang 

Disusun 

2 

dokum

en 

2 

dokume

n 

48,576,

000.00 

2 

dokum

en 

51,004,

800.00 

2 

dokum

en 

53,555,

040.00 

2 

dokum

en 

56,232,

792.00 

2 

dokum

en 

59,044,

432.00 

2 

dokum

en 

59,044,

432.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

3 

Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

RKA-SKPD 

Jumlah RKA-

SKPD yang 

Diverifikasi 

28 

dokum

en 

28 

dokume

n 

48,125,

000.00 

28 

dokum

en 

50,531,

250.00 

28 

dokum

en 

53,057,

813.00 

28 

dokum

en 

55,710,

703.00 

28 

dokum

en 

58,496,

238.00 

28 

dokum

en 

58,496,

238.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

4 

Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

Perubahan 

RKA-SKPD 

Jumlah 

Perubahan 

RKA-SKPD 

yang 

Diverifikasi 

28 

dokum

en 

28 

dokume

n 

44,569,

000.00 

28 

dokum

en 

46,797,

450.00 

28 

dokum

en 

49,137,

323.00 

28 

dokum

en 

51,594,

189.00 

28 

dokum

en 

54,173,

898.00 

28 

dokum

en 

54,173,

898.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

7 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan 

Daerah 

tentang APBD 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Penjabaran 

APBD 

Jumlah 

Peraturan 

Daerah 

tentang APBD 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Penjabaran 

APBD 

2 

dokum

en 

2 

dokume

n 

149,674

,000.00 

2 

dokum

en 

150,572

,100.00 

2 

dokum

en 

158,100

,705.00 

2 

dokum

en 

166,005

,740.00 

2 

dokum

en 

174,306

,027.00 

2 

dokum

en 

174,306

,027.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

8 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan 

Daerah 

tentang 

Perubahan 

APBD dan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

Jumlah 

Peraturan 

Daerah 

tentang 

Perubahan 

APBD dan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

3 

dokum

en 

3 

dokume

n 

120,990

,000.00 

3 

dokum

en 

127,039

,500.00 

3 

dokum

en 

133,391

,475.00 

3 

dokum

en 

140,061

,049.00 

3 

dokum

en 

147,064

,101.00 

3 

dokum

en 

147,064

,101.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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tentang 

Penjabaran 

Perubahan 

APBD 

Penjabaran 

Perubahan 

APBD 

    5.02.02.2.01.

06 

Kegiatan 

Koordinasi 

dan 

Pengelolaan 

Perbendahara

an Daerah 

Persentase 

penatausahaa

n keuangan 

sesuai 

ketentuan 

80% 80% 
239,394

,000.00 
83.50% 

245,063

,700.00 
84.00% 

257,316

,886.00 
86.50% 

270,182

,729.00 
87.00% 

283,691

,866.00 
87.50% 

283,691

,866.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    A = Persentase 

realisasi kas 

daerah 

80 80  82  83  83  84  85  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    B = Persentase 

pencairan 

anggaran 

sesuai 

pedoman 

80 80  85  85  90  90  90  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

5 

Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

DPA-SKPD 

Jumlah DPA- 

SKPD yang 

Diverifikasi 

28 

dokum

en 

28 

dokume

n 

12,789,

000.00 

28 

dokum

en 

13,428,

450.00 

28 

dokum

en 

14,099,

873.00 

28 

dokum

en 

14,804,

866.00 

28 

dokum

en 

15,545,

109.00 

28 

dokum

en 

15,545,

109.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

6 

Koordinasi, 

Penyusunan 

dan Verifikasi 

Perubahan 

DPA-SKPD 

Jumlah 

Perubahan 

DPA-SKPD 

yang 

Diverifikasi 

28 

dokum

en 

28 

dokume

n 

10,438,

000.00 

28 

dokum

en 

10,959,

900.00 

28 

dokum

en 

11,507,

895.00 

28 

dokum

en 

12,083,

290.00 

28 

dokum

en 

12,687,

454.00 

28 

dokum

en 

12,687,

454.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.01.0

6 

Penyiapan, 

Pelaksanaan 

Pengendalian 

dan 

Penerbitan 

Anggaran Kas 

dan SPD 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengendalian 

dan 

Penerbitan 

Anggaran Kas 

dan SPD 

112 

dokum

en 

112 

dokume

n 

10,560,

000.00 

112 

dokum

en 

11,088,

000.00 

112 

dokum

en 

11,642,

400.00 

112 

dokum

en 

12,224,

520.00 

112 

dokum

en 

12,835,

746.00 

112 

dokum

en 

12,835,

746.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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     5.02.02.2.02.0

4 

Penatausahaa

n Pembiayaan 

Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Penatausahaa

n Pembiayaan 

Daerah 

12 

dokum

en 

12 

dokume

n 

14,314,

000.00 

12 

dokum

en 

15,029,

700.00 

12 

dokum

en 

15,781,

185.00 

12 

dokum

en 

16,570,

244.00 

12 

dokum

en 

17,398,

756.00 

12 

dokum

en 

17,398,

756.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.02.0

5 

Koordinasi, 

Fasilitasi, 

Asistensi, 

Sinkronisasi, 

Supervisi, 

Monitoring 

dan Evaluasi 

Pengelolaan 

Dana 

Perimbangan 

dan Dana 

Transfer 

Lainnya 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi, 

Fasilitasi, 

Asistensi, 

Sinkronisasi, 

Supervisi, 

Monitoring, 

dan Evaluasi 

Pengelolaan 

Dana 

Perimbangan 

dan Dana 

Transfer 

Lainnya 

16 

dokum

en 

16 

dokume

n 

14,650,

000.00 

16 

dokum

en 

15,382,

500.00 

16 

dokum

en 

16,151,

625.00 

16 

dokum

en 

16,959,

206.00 

16 

dokum

en 

17,807,

167.00 

16 

dokum

en 

17,807,

167.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

     5.02.02.2.02.0

7 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Realisasi 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas Daerah, 

Laporan Aliran 

Kas, dan 

Pelaksanaan 

Pemungutan/

Pemotongan 

dan 

Penyetoran 

Perhitungan 

Fihak Ketiga 

(PFK) 

Jumlah 

Laporan 

Realisasi 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas Daerah, 

Laporan Aliran 

Kas, dan 

Pelaksanaan 

Pemungutan/

Pemotongan 

dan 

Penyetoran 

Perhitungan 

Fihak Ketiga 

(PFK) dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

dalam rangka 

2 

Lapora

n 

2 

Laporan 

43,841,

000.00 

2 

Lapora

n 

39,733,

050.00 

2 

Lapora

n 

41,719,

703.00 

2 

Lapora

n 

43,805,

688.00 

2 

Lapora

n 

45,995,

972.00 

2 

Lapora

n 

45,995,

972.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Penyusunan 

Laporan 

Realisasi 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas Daerah, 

Laporan Aliran 

Kas, dan 

Pelaksanaan 

Pemungutan/

Pemotongan 

dan 

Penyetoran 

Perhitungan 

Fihak Ketiga 

(PFK) 

     5.02.02.2.02.0

9 

Rekonsiliasi 

Data 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas serta 

Pemungutan 

dan 

Pemotongan 

Atas SP2D 

dengan 

Instansi 

Terkait 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Rekonsiliasi 

Data 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas serta 

Pemungutan 

dan 

Pemotongan 

atas SP2D 

dengan 

Instansi 

Terkait 

12 

Dokum

en 

12 

Dokume

n 

129,499

,000.00 

12 

Dokum

en 

135,973

,950.00 

12 

Dokum

en 

142,772

,648.00 

12 

Dokum

en 

149,911

,280.00 

12 

Dokum

en 

157,406

,844.00 

12 

Dokum

en 

157,406

,844.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.02.2.02.0

9 

Penyusunan 

Petunjuk 

Teknis 

Administrasi 

Keuangan 

yang Berkaitan 

dengan 

Penerimaan 

dan 

Jumlah 

Petunjuk 

Teknis 

Administrasi 

Keuangan 

yang Berkaitan 

dengan 

Penerimaan 

dan 

1 

dokum

en 

1 

dokume

n 

26,530,

000.00 

1 

dokum

en 

27,856,

500.00 

1 

dokum

en 

29,249,

325.00 

1 

dokum

en 

30,711,

791.00 

1 

dokum

en 

32,247,

381.00 

1 

dokum

en 

32,247,

381.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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Pengeluaran 

Kas serta 

Penatausahaa

n dan 

Pertanggungja

waban Sub 

Kegiatan 

Pengeluaran 

Kas serta 

Penatausahaa

n dan 

Pertanggungja

waban Sub 

Kegiatan 

  

 

 5.02.02.2.03 Kegiatan 

Koordinasi 

dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

Daerah 

 

 

Persentase LK 

OPD yang 

sesuai dengan 

ketentuan 

100% 100% 
312,943

,000.00 
100% 

322,069

,650.00 
100% 

338,173

,135.00 
100% 

355,081

,788.00 
100% 

372,835

,880.00 
100% 

372,835

,880.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

KOMPOSIT 

50% 
               

        

1. Persentase 

LK OPD yang 

sesuai dengan 

SAP 

100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

2. Persentase 

LK yang sesuai 

dengan 

laporan terkait 

lainnya 

100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.02.2.03.0

2 Rekonsiliasi 

dan Verifikasi 

Aset, 

Kewajiban, 

Ekuitas, 

Pendapatan, 

Belanja, 

Pembiayaan, 

Pendapatan-

LO dan Beban 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Rekonsiliasi 

dan Verifikasi 

Aset, 

Kewajiban, 

Ekuitas, 

Pendapatan, 

Belanja, 

Pembiayaan, 

Pendapatan-

103 

dokum

en 

103 

dokume

n 

39,043,

000.00 

102 

dokum

en 

40,501,

650.00 

102 

dokum

en 

42,526,

733.00 

102 

dokum

en 

44,653,

069.00 

102 

dokum

en 

46,885,

723.00 

102 

dokum

en 

46,885,

723.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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LO, dan Beban 

    

 5.02.02.2.03.0

4 Konsolidasi 

Laporan 

Keuangan 

SKPD, BLUD 

dan Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

SKPD, BLUD 

dan Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah yang 

Terkonsolidasi 

12 

lapora

n 

12 

laporan 

33,779,

000.00 

12 

lapora

n 

34,974,

450.00 

12 

lapora

n 

36,723,

173.00 

12 

lapora

n 

38,559,

331.00 

12 

lapora

n 

40,487,

298.00 

12 

lapora

n 

40,487,

298.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.02.2.03.0

5 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rancangan 

Peraturan 

Daerah 

tentang 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD Provinsi 

dan 

Rancangan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Penjabaran 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD 

Kabupaten/Ko

ta 

Jumlah 

Rancangan 

Peraturan 

Daerah 

tentang 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD 

Kabupaten/Ko

ta dan 

Rancangan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Penjabaran 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD 

Kabupaten/Ko

ta 

2 

dokum

en 

2 

dokume

n 

102,426

,000.00 

2 

dokum

en 

107,547

,300.00 

2 

dokum

en 

112,924

,665.00 

2 

dokum

en 

118,570

,898.00 

2 

dokum

en 

124,499

,443.00 

2 

dokum

en 

124,499

,443.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.02.2.03.0

8 

Penyusunan 

Analisis 

Laporan 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

APBD 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil Analisis 

Laporan 

Pertanggungja

waban 

Pelaksanaan 

1 

Dokum

en 

1 

Dokume

n 

16,794,

000.00 

1 

Dokum

en 

17,633,

700.00 

1 

Dokum

en 

18,515,

385.00 

1 

Dokum

en 

19,441,

154.00 

1 

Dokum

en 

20,413,

212.00 

1 

Dokum

en 

20,413,

212.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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APBD 

    

 5.02.02.2.03.0

9 

Penyusunan 

Kebijakan dan 

Panduan 

Teknis 

Operasional 

Penyelenggara

an Akuntansi 

Pemerintah 

Daerah 

Jumlah 

Kebijakan dan 

Panduan 

Teknis 

Operasional 

Penyelenggara

an Akuntansi 

Pemerintah 

Daerah 

1 

dokum

en 

1 

dokume

n 

39,357,

000.00 

1 

dokum

en 

40,831,

350.00 

1 

dokum

en 

42,872,

918.00 

1 

dokum

en 

45,016,

563.00 

1 

dokum

en 

47,267,

392.00 

1 

dokum

en 

47,267,

392.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.02.2.03.0

9 

Penyusunan 

Sistem dan 

Prosedur 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Sistem 

dan Prosedur 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

1 

dokum

en 

1 

dokume

n 

9,767,0

00.00 

1 

dokum

en 

10,255,

350.00 

1 

dokum

en 

10,768,

118.00 

1 

dokum

en 

11,306,

523.00 

1 

dokum

en 

11,871,

850.00 

1 

dokum

en 

11,871,

850.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.02.2.03.1

1 

Pembinaan 

Akuntansi, 

Pelaporan dan 

Pertanggungja

waban 

Pemerintah 

Kabupaten/Ko

ta 

Jumlah Orang 

yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Akuntansi, 

Pelaporan dan 

Pertanggungja

waban 

Pemerintah 

Kabupaten/Ko

ta 

103 

Orang 

103 

Orang 

71,777,

000.00 

103 

Orang 

70,325,

850.00 

103 

Orang 

73,842,

143.00 

103 

Orang 

77,534,

250.00 

103 

Orang 

81,410,

962.00 

103 

Orang 

81,410,

962.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.02.2.04 

Kegiatan 

Penunjang 

Urusan 

Kewenangan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Persentase 

Pengelolaan 

Dana Darurat 

dan Mendesak 

yang sesuai 

dengan 

ketentuan 

yang berlaku 

100% 100% 

32,000,

000,000

.00 

100% 

32,000,

000,000

.00 

100% 

32,500,

000,000

.00 

100% 

33,000,

000,000

.00 

100% 

33,000,

000,000

.00 

100% 

33,000,

000,000

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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 5.02.02.2.04.0

9 

Pengelolaan 

Dana Darurat 

dan Mendesak 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Pengelolaan 

Dana Darurat 

dan Mendesak 

12 

lapora

n 

12 

laporan 

32,000,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

32,000,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

32,500,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

33,000,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

33,000,

000,000

.00 

12 

lapora

n 

33,000,

000,000

.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  

Mening

katnya 

kualitas 

pengelo

laan 

Barang 

Milik 

Daerah     

Persentase 

Capaian 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

88,79% 89,77%  90,76%  92,64%  94,29%  94,64%  94,64%  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

5.02.02.2.04.0

9 

Program 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Cakupan 

Pengelolaan 

BMD 

85,71% 85,71% 

1.258.0

05.000,

00 

85,71% 

1.317.9

49.500,

00 

85,71% 

1.383.8

46.977,

00 

89,29% 

1.453.0

39.324,

00 

89,29% 

1.525.6

91.290,

00 

89,29% 

1.525.6

91.290,

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  

 5.02.02.2.04.0

9 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

 68,11

% 
68,34% 

1.258.0

05.000,

00 

69,31% 

1.317.9

49.500,

00 

74,68% 

1.383.8

46.977,

00 

80,71% 

1.453.0

39.324,

00 

81,51% 

1.525.6

91.290,

00 

81,51% 

1.525.6

91.290,

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

       

1. Persentase 

OPD dengan 

usulan RKBMD 

yang sesuai 

ketentuan dan 

tepat waktu 

50% 50%  50%  75%  100%  100%  100%  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

2. Persentase 

BMD yang 

dimanfaatkan 

88% 88%  88%  88%  88%  88%  88%  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

3. Cakupan 

Pengamanan 

BMD 

44,33% 45,41%  46,69%  47,56%  48,10%  48,10%  48,10%  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

        

4.Persentase 

Laporan 

Penatausahaa

n BMD yang 

89,29% 89,29%  92,86%  92,86%  96,43%  96,43%  96,43%  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

Cakupan 
Perencanaan, 
pemanfaatan, 
pengamanan, 
penatausahaan, 
dan 
pemindahtangan
an BMD
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Berkualitas 

    

5.Persentase 

BMD yang 

dipindahtanga

nkan 

68,92% 69%  69%  70%  71%  75%  75%  

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

5.02.03.2.01.0

1 Penyusunan 

Standar Harga 

Jumlah 

Standar Harga 

yang Disusun 

2 

dokum

en 

2 

dokume

n 

37,655,

000.00 

2 

dokum

en 

39,537,

750.00 

2 

dokum

en 

41,514,

638.00 

2 

dokum

en 

43,590,

369.00 

2 

dokum

en 

45,769,

888.00 

2 

dokum

en 

45,769,

888.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.0

3 

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah 

7 

dokum

en 

7 

dokume

n 

28,618,

000.00 

7 

dokum

en 

30,048,

900.00 

7 

dokum

en 

31,551,

345.00 

7 

dokum

en 

33,128,

912.00 

7 

dokum

en 

34,785,

358.00 

7 

dokum

en 

34,785,

358.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.0

3 

Penyusunan 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

0 

dokum

en 

0 

dokume

n 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

0 

dokum

en 

0.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.0

5 

Penatausahaa

n Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan 

Penatausahaa

n Barang Milik 

Daerah 

1 

lapora

n 

1 

laporan 

183,954

,000.00 

1 

lapora

n 

191,180

,850.00 

1 

lapora

n 

200,739

,893.00 

1 

lapora

n 

210,776

,887.00 

1 

lapora

n 

221,315

,731.00 

1 

lapora

n 

221,315

,731.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.0

6 

Inventarisasi 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Inventarisasi 

(LHI) Barang 

Milik Daerah 

1 

lapora

n 

1 

laporan 

58,756,

000.00 

1 

lapora

n 

61,693,

800.00 

1 

lapora

n 

64,778,

490.00 

1 

lapora

n 

68,017,

415.00 

1 

lapora

n 

71,418,

285.00 

1 

lapora

n 

71,418,

285.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.0

7 

Pengamanan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Pengamanan 

Barang Milik 

Daerah 

1 

lapora

n 

1 

laporan 

383,872

,000.00 

1 

lapora

n 

403,065

,600.00 

1 

lapora

n 

423,218

,880.00 

1 

lapora

n 

444,379

,824.00 

1 

lapora

n 

466,598

,815.00 

1 

lapora

n 

466,598

,815.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    
 5.02.03.2.01.0

Penilaian 

Barang Milik 

Jumlah 

Laporan Hasil 

6 

lapora
6 300,575

6 

lapora
315,603

6 

lapora
331,383

6 

lapora
347,953

6 

lapora
365,350

6 

lapora
365,350

BPKAD 

Kota 

Kota 

Magel
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8 Daerah Penilaian 

Barang Milik 

Daerah dan 

Hasil 

Koordinasi 

Penilaian 

Barang Milik 

Daerah 

n laporan ,000.00 n ,750.00 n ,938.00 n ,134.00 n ,791.00 n ,791.00 Magelang ang 

    

 5.02.03.2.01.1

0 

Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtang

anan, 

Pemusnahan, 

dan 

Penghapusan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtang

anan, 

Pemusnahan, 

dan 

Penghapusan 

Barang Milik 

Daerah 

7 

Dokum

en 

7 

Dokume

n 

74,804,

000.00 

7 

Dokum

en 

78,544,

200.00 

7 

Dokum

en 

82,471,

410.00 

7 

Dokum

en 

86,594,

981.00 

7 

Dokum

en 

90,924,

730.00 

7 

Dokum

en 

90,924,

730.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.1

1 

Rekonsiliasi 

dalam rangka 

Penyusunan 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Rekonsiliasi 

dalam rangka 

Penyusunan 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah 

1 

Lapora

n 

0 

Laporan 
0.00 

0 

Lapora

n 

0.00 

0 

Lapora

n 

0.00 

0 

Lapora

n 

0.00 

0 

Lapora

n 

0.00 

0 

Lapora

n 

0.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.1

2 Penyusunan 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah 

Jumlah 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah yang 

Disusun 

14 

lapora

n 

14 

laporan 

145,546

,000.00 

14 

lapora

n 

151,838

,400.00 

14 

lapora

n 

159,430

,320.00 

14 

lapora

n 

167,401

,836.00 

14 

lapora

n 

175,771

,928.00 

14 

lapora

n 

175,771

,928.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.03.2.01.1

3 

Pembinaan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Ko

Jumlah Orang 

yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

112 

Orang 

112 

Orang 

44,225,

000.00 

112 

Orang 

46,436,

250.00 

112 

Orang 

48,758,

063.00 

112 

Orang 

51,195,

966.00 

112 

Orang 

53,755,

764.00 

112 

Orang 

53,755,

764.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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ta Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Ko

ta 

Meningkatn

ya 

kemandirian 

keuangan 

daerah  

 

 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

32,02%  36,16%  34,61%  35,64%  36,69%  36,69%  36,69% 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

 

Mening

katnya 

pendap

atan 

daerah 

 

 

Rasio PAD 

terhadap 

pendapatan 

daerah 

23,82%  26,05%  25,25%  25,81%  26,37%  26,37%  26,37% 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  

 

 5.02.04 Program 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

PAD 

100,00

% 

104,19

% 

1,836,4

54,000.

00 

110,06

% 

1,985,2

80,750.

00 

115,47

% 

2,081,3

94,288.

00 

121,15

% 

2,179,2

14,202.

00 

124,37

% 

2,280,9

75,063.

00 

124,37

% 

2,280,9

75,063.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

  

 

 5.02.04.2.01  

Kegiatan 

Pengelolaan 

pendapatan 

Daerah 

2.260.9

20.063,

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

   

    

Persentase 
Realisasi 
Pendapatan 

Asli Daerah 
1.778.4

94.000,

00

100
2.160.1

14.202,

00
100 

2.260.9

20.063,

00

 A = Realisasi  
PAD tahun n

B = Target PAD
 Tahun n

100% 

100% 100% 

100% 

1.967.9

55.750,

00

100
2.063.2

03.288,

00
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 5.02.04.2.01.0

1 

Perencanaan 

pengelolaan 

pajak daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Rencana 

Pengelolaan 

Pajak Daerah 

1 

Dokum

en 

1 

Dokume

n 

1,174,2

97,000.

00 

1 

Dokum

en 

1,230,5

49,600.

00 

1 

Dokum

en 

1,292,0

77,080.

00 

1 

Dokum

en 

1,356,6

80,934.

00 

1 

Dokum

en 

1,424,5

14,981.

00 

1 

Dokum

en 

1,424,5

14,981.

00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.0

3 

Penyuluhan 

dan 

Penyebarluasa

n Kebijakan 

Pajak Daerah 

Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

dan 

Penyebarluasa

n Kebijakan 

Pajak Daerah 

4 

lapora

n 

4 

laporan 

22,084,

000.00 

1 

lapora

n 

23,188,

200.00 

1 

lapora

n 

24,347,

610.00 

1 

lapora

n 

25,564,

991.00 

1 

lapora

n 

26,843,

240.00 

1 

lapora

n 

26,843,

240.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.0

4 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pengelolaan 

Pajak Daerah 

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Pengelolaan 

Pajak Daerah 

4 l 
Unit  

0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.0

6 

Pengolahan, 

Pemeliharaan, 

dan Pelaporan 

Basis Data 

Pajak Daerah 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Pengolahan, 

Pemeliharaan, 

dan Pelaporan 

Basis Data 

Pajak Daerah 

17 

Lapora

n 

17 

Laporan 

82,362,

000.00 

17 

Lapora

n 

86,480,

100.00 

17 

Lapora

n 

90,804,

105.00 

17 

Lapora

n 

95,344,

310.00 

17 

Lapora

n 

100,111

,526.00 

17 

Lapora

n 

100,111

,526.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.0

7 

Penilaian 

Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan 

(PBBP2) serta 

Bea Perolehan 

Hak atas 

Tanah dan 

Bangunan 

(BPHTB) 

Jumlah Objek 

Pajak yang 

Disesuaikan 

NJOP nya 

800 

Obyek 

Pajak 

800 

Obyek 

Pajak 

31,958,

000.00 

800 

Obyek 

Pajak 

33,555,

900.00 

800 

Obyek 

Pajak 

35,233,

695.00 

800 

Obyek 

Pajak 

36,995,

380.00 

800 

Obyek 

Pajak 

38,845,

149.00 

800 

Obyek 

Pajak 

38,845,

149.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.0

8 Penetapan 

Wajib Pajak 

Jumlah 

Dokumen 

Ketetapan 

36000 

Dokum

36000 

Dokume

71,717,

000.00 
36000 

Dokum

79,302,

850.00 
36000 

Dokum

85,067,

993.00 
36000 

Dokum

88,021,

392.00 
36000 

Dokum

90,172,

462.00 
36000 

Dokum

90,172,

462.00 
BPKAD 

Kota 

Kota 

Magel
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Daerah Pajak Daerah en n en en en en en Magelang ang 

    

 5.02.04.2.01.1

0 

Penelitian dan 

Verifikasi Data 

Pelaporan 

Pajak Daerah 

Jumlah Data 

Pelaporan 

Pajak Daerah 

yang Telah 

Dilakukan 

Penelitian dan 

Verifikasi 

12 
Dokum

en  

12 
Dokume

n 

9,898,0

00.00 

12 
Dokum

en 

10,392,

900.00 

12 
Dokum

en 

10,912,

545.00 

12 
Dokum

en 

11,458,

172.00 

12 
Dokum

en 

12,031,

081.00 

12 
Dokum

en 

12,031,

081.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.1

0 

Penagihan 

Pajak Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pelaksanaan 

Penagihan 

Pajak Daerah 

10 

Dokum

en 

10 

Dokume

n 

348,034

,000.00 

10 

Dokum

en 

365,435

,700.00 

10 

Dokum

en 

383,707

,485.00 

10 

Dokum

en 

402,892

,859.00 

10 

Dokum

en 

423,037

,502.00 

10 

Dokum

en 

423,037

,502.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.1

3 

Pengendalian, 

Pemeriksaan 

dan 

Pengawasan 

Pajak Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pemeriksaan 

serta 

Pengendalian 

dan 

Pengawasan 

Pajak Daerah 

12 

dokum

en 

12 

dokume

n 

18,710,

000.00 

12 

dokum

en 

19,645,

500.00 

12 

dokum

en 

20,627,

775.00 

12 

dokum

en 

21,659,

164.00 

12 

dokum

en 

22,742,

122.00 

12 

dokum

en 

22,742,

122.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 

    

 5.02.04.2.01.1

4 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pengelolaan 

Retribusi 

Daerah 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pengelolaan 

Retribusi 

Daerah 

4 

lapora

n 

4 

laporan 

19,434,

000.00 

4 

lapora

n 

20,405,

000.00 

4 

lapora

n 

21,425,

000.00 

4 

lapora

n 

22,497,

000.00 

4 

lapora

n 

23,622,

000.00 

4 

lapora

n 

23,622,

000.00 

BPKAD 

Kota 

Magelang 

Kota 

Magel

ang 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Magelang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang 

tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di 

dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk 

lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah dilakukan 

identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan 

memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

Pada Awal 

Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

Kinerja Pada 

Akhir Periode 

RPJMD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Indikator Tujuan dan 

Sasaran 
       

1 

Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan  

Barang Milik Daerah 

89,27% 89,76% 91,09% 92,03% 93,69% 93,87% 93,87% 

2 

Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

89,21% 89,76% 91,43% 91,43% 93,10% 93,10% 93,10% 
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No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

Pada Awal 

Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

Kinerja Pada 

Akhir Periode 

RPJMD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3 

Persentase Capaian 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Barang Milik Daerah  

82,76% 89,77% 90,76% 92,64% 94,29% 94,64% 94,64% 

4 
Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 
32,02% 36,16% 34,61% 35,64% 36,69% 36,69% 36,69% 

5 
Rasio PAD terhadap 

Pendapatan Daerah 
23,82% 26,05% 25,25% 25,81% 26,37% 26,37% 26,37% 

 Indikator Program        

1 

Persentase Capaian 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah Bidang Anggaran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Persentase Capaian 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah Bidang 

Perbendaharaan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 

Persentase Capaian 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah Bidang Akuntansi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Cakupan Pengelolaan BMD 64,29 85,71% 85,71% 85,71% 89,29% 89,29% 89,29% 

5 Persentase peningkatan PAD  82,69% 104,19 
110,00

% 

115,47

% 
121,15% 

124,37

% 
124,37% 

  



  

151 

 

BAB VIII  

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra)  Perubahan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berlaku selama lima 

tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan 

rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.  

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Magelang ini diharapkan bermanfaat dalam 

menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan 

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 

2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen 

pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta 

wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) 

Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Magelang Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman 

dan acuan yang  dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan 

berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sehingga mampu 

mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat,  

Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi 

optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Magelang.  

Kota Magelang,      Juni 2022 

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KOTA MAGELANG 
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